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ABSTRAK 

Ahmad Zainuri. 2020. Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen Terhadap Proses Produksi Dan Penjualan Batako 

Di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. Skripsi 

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Lukman Santoso, M.H. 

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Proses 

Produksi Dan Penjualan Batako. 

Dalam etika bisnis Islam saat akan melakukan produksi barang atau jasa 

adalah kejujuran, kejujuran merupakan cerminan dari orang-orang yang beriman. 

Pada saat ini bentuk produksi barang atau jasa sangat banyak dan masih banyak 

praktik yang menyimpang dari Etika Bisnis Islam. Seperti pada praktik produksi 

dan penjualan batako yang berada di Desa Nguneng, dalam proses tersebut penjual 

tidak menjelaskan secara jelas mengenai kualitas batako dan kualitas bahan yang 

digunakan dalam pembuatan batako dan belum sesuai dengan undang-undang 

perlindungan konsumen karena lebih menguntungkan diri sendiri dari pada 

konsumen 

 Dari latar belakang tersebut penulis menggunakan dua rumusan masalah 

dalam penelitian.1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dan undang-undang 

perlindungan konsumen terhadap proses produksi batako di Desa Nguneng 

Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. 2. Bagaimana tinjauan etika bisnis 

Islam dan undang-undang perlindungan konsumen terhadap proses penjualan  

batako di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. 

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, 

sehingga penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu mengamati 

(observasi) mengenai kualitas batako dan kualitas bahan untuk membuat batako. 

Menggali informasi (interview) proses produksi dan penjualan batako tersebut. 

Kemudian menarik kesimpulkan dengan menggunakan teori-teori etika bisnis Islam 

dan Undang-undang perlindungan konsumen. 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa 1. Proses 

produksi batako di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri 

belum sesuai dengan etika bisnis Islam karena tidak memenuhi prinsip prinsip etika 

bisnis Islam, karena kurang memperhatikan  kejujuran, keseimbangan, kehendak 

bebas, tanggung jawab, dan kebajikan dalam pembuatan batako. Menurut Undang-

undang perlindungan konsumen belum sesuai dengan Pasal 7 karena pelaku usaha 

tidak beritikad baik dalam melakukan usahanya 2. Proses penjualan batako yang 

dilakukan belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam karena belum memenuhi 

prinsip kejujuran, keseimbangan, tanggung jawan dan kebajikan dan melanggar 

beberapa pasal Undang-Undang perlindungan konsumen sesuai dengan pasal 8 dan 

juga tidak sesuai dengan kewajiban pelaku usaha dalam pasal 7 karena tidak 

menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi. Konsumen juga mempunyai hak 

atas perlindungan konsumen dalam pasal 4  karena hak-hak konsumen tidak 

terpenuhi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini dunia bisnis tumbuh dan berkembang pesat. Ini terbukti dengan 

adanya berbagai macam jenis barang dan jasa yang ditawarkan ditengah-

tengah masyarakat. Dalam perekonomian saat ini, bisnis memainkan peran 

sangat penting bagi perubahan perekonomian dan pembagunan serta 

perkembangan industri selalu dimulai dengan perkembangan bisnis. Sebab 

bisnis membawa signal yang memberi tanda tentang apa yang dikendaki 

masyarakat. Suatu kegitan bisnis harus dilakukan dengan etika atau norma-

norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Etika dan norma-norma itu 

digunakan agar para pengusaha/pedagang tidak melanggar aturan yang telah 

ditetapkan dan usaha yang dijalankan memperoleh berkah dari Allah SWT dan 

memperoleh simpati dari masyarakat. Pada akhirnya, etika tersebut 

membentuk para pengusaha/pedagang yang bersih dan dapat memajukan serta 

membersihkan usaha yang dijalankan dalam waktu yang relatif lebih lama. 

Dalam melaksanakan etika yang benar, akan terjadi keseimbangan hubungan 

antara pengusaha dengan masyarakat, pelanggan, pemerintah, dan pihak-pihak 

lain yang berkepentingan. Masing-masing pihak merasa dihargai dan 

dihormati. Kemudian rasa saling membutuhkan diantara mereka yang ada 
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akhirnya menumbuhkan rasa saling percaya sehingga usaha yang dijalankan 

dapat berkembang sesuai dengan yang diinginkan.1 

Etika dan bisnis merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, keduanya 

saling berhubungan erat.2 Prinsip dalam ilmu ekonomi Islam yang perlu 

diterapkan dalam bisnis Islam adalah Tauhid, keseimbangan, keseimbangan 

atau kesejahteraan, kehendak bebas dan tanggung jawab serta ihsan. Tauhid 

mengantarkan manusia kepada pengakuan akan keesaan Allah. Keseimbangan 

atau kesejahteraan merupakan konsep yang menunjukkan keadilan sosial. 

Kehendak bebas manusia berarti potensi dalam menentukan pilihan-pilihan 

beragama, karena kebebasan manusia tidak dibatasi, tapi kehendak bebasan 

yang diberikan Allah haruslah berjalan dengan prinsip dasar diciptakannya 

manusia, yaitu sebagai khalifah di bumi. Karena itu, kehendak bebas itu harus 

sejalan dengan kepentingan individu, terlebih lagi pada kepentingan umat. 

Tanggung jawab terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala 

aktivitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga tanggung jawab kepada 

manusia sebagai masyarakat. Karena manusia tidak hidup sendiri, dia tidak 

lepas dari hukum yang dibuat manusia itu sendiri sebagai komunitas sosial. 

Tanggung jawab kepada tuhan tentunya di akhirat, tetapi tanggung jawab 

 
 1Ahmad Hulaimi, Sahri & Moh. Huzaini, “ Etika Bisnis Islam,” Jurnal Ekonomi dan Bisnis 

Islam, 1 (januari-juni), 18. 

 2Suhendidan Indra Sasangka, Pengantar Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2014) 24 
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kepada manusia di dapat didunia berupa hukuk-hukum formal maupun hukum 

non formal.3 

Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan 

kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha 

yang bertanggung jawab. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) 

masih belum menunjukan adanya keberpihakan dan terakomodasinya keluhan-

keluhan konsumen. Kondisi ini semakin diperburuk dengan lemahnya dan 

tidak memadainya pendidikan konsumen terhadap akibat buruk dari 

penggunaan barang- barang yang tidak aman dan dibawah standar. Oleh, 

karena itu semua pihak menginginkan penegakan hukum perlindungan 

konsumen yang sebaik-baiknya. 

Manfaat dari aspek penegakan hukum perlindungan konsumen adalah 

untuk memberikan kenyamanan terhadap masyarakat (konsumen), karena 

dengan dilaksanakannya penegakan hukum perlindungan konsumen maka 

dampak hukum bagi pelaku usaha sebagai produsen akan berhati-hati akan 

resiko hukum, secara tidak langsung korporasi-korporasi akan berusaha untuk 

meningkatkan kualitas mutu produksinya. Tingkah laku orang di masyarakat 

akan berorientasi kepada berbagai hal dan patokan. Sulit diterima bahwa 

 
  3 Veitzhzal Rivai dan Antoni Nizar Usman., Islamic Economics and Finance Ekonomi dan 

Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi Solusi  (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,  2013),229 
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tingkah laku orang dalam masyarakat itu bebas, melainkan sebaliknya 

didisiplinkan oleh pembatasan- pembatasan.4 

Pelaksanaan etika bisnis di masyarakat sangat didambakan oleh semua 

orang. Namun banyak pula orang yang tidak ingin melaksanakan etika ini 

secara murni. Mereka masih berusaha melanggar perjanjian, manipulasi dalam 

segala tindakan. Banyak yang kurang memahami etika bisnis, atau mungkin 

saja paham, tapi memang tidak ingin melaksanakan. Hal itu adalah suatu 

kenyataan yang masyarakat hadapi, yakni perilaku menyimpang dari ajaran 

agama, dan merosotnya etika dalam berbisnis.5 

Islam melakukan pendekatan pada sistem moral pada setiap aspek 

kehidupan termasuk juga aktifitas ekonomi yang berprinsip pada nilai nilai 

dasar (seperti kesatuan, keseimbangan, keadilan, kebebasan, dan pertanggung 

jawaban). Oleh karena itu bukan sekedar lamunan apabila etika ekonomi Islam 

sesungguhnya dapat, perlu dan semestinya dibangun jika suatu kehidupan yang 

selamat dan sejahtera benar-benar ingin terwujud dalam realitas masyarakat. 

Konsep etika bisnis dalam jual beli sebagai salah satu bentuk kerja sama 

dalam perekonomian Islam sangat menarik bila konsep ini dijadikan sebagai 

alat untuk memotret perekonomian khusus dalam pelaksanaan proses produksi 

dan penjualan batako yang dilakukan masyarakat di Desa Nguneng Kecamatan 

Puhpelem Kabupaten Wonogiri.  

 
  4 Ali Mansyur & Irsan Rahman,“Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai 

Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional,” Jurnal pembaharuan Hukum, v II No 1 (2015) 3. 

 5 Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: Alfabeta, 

2009), 199. 
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Masyarakat di Desa Nguneng memanfaatkan tambang pasir di sekitar desa  

untuk membuat usaha batako, di sekitar desa terdapat banyak tambang dan 

penjual pasar oleh karena itu para pembuat usaha batako bersaing  membuat 

usaha batako dan bersaing untuk menjualnya ke masyarakat. Harga satu batako 

berbeda-beda dari tempat satu dengan yang lainnya, biasanya harga satu batako 

sekitar 2500, hargat tersebut masih bisa kurang untuk bersaing dengan penjual 

batako yang lain. Kualitas batako dari satu tempat ke tempat yang lain juga 

berbeda-beda. 

Batako merupakan salah satu bahan bangunan penyusun untuk dinding 

pada bangunan/gedung. Seperti paving block, batako berasal dari kata bata 

concrete atau bata beton dalam bahasa teknik sering disebut bataton. Bata ini 

tidak dibuat dari tanah liat seperti umumnya bata merah, tetapi campuran bahan 

pembuatan batako atau bataton ini layaknya beton, yaitu pasir, semen, kericak 

dan air. Beberapa produsen batako ada juga yang memproduksi tanpa 

menggunakan kericak, tapi hasilnya kurang bagus jika dibandingkan dengan 

batako yang bahan penyusunnya seperti membuat beton. 

Definisi Batako Berdasarkan PUBI 1982 Bata yang dibuat dengan 

mencetak dan memelihara dalam suasana  lembab, campuran tras, kapur dan 

air dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya.Batako berlubang adalah batako 

yang mempunyai luas penampang lubang dan isi lubang, masing- masing tidak 

melebihi 25% dari seluruh luas penampang dan seluruh isi batanya. 

Pada definisi berdasarkan PUBI 1982 di atas, terdapat istilah   tras. Tras 

sendiri adalah suatu bahan bangunan yang secara visual  mirip pasir tetapi 
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mempunyai kandungan zat yang mendekati semen, sehingga reaksi tras dengan 

kapur menghasilkan suatu bahan ikat yang baik. Pada Perkembangan 

selanjutnya batako dibuat dengan takaran bahan semen, pasir, kericak 0,5 dan 

air. 

Ukuran Batako berdasarkan PUBI 1982 

Tabel 1.1 Ukuran dan Toleransi Batako Standar 

Jenis Ukuran Nominan, (mm) Tebal Kelopak, minimum 

(mm) 

Panjang Lebar Tebal Luar Dinding 

Pemisah 

Luar 

Tipis 400± 200± 100± 20 15 

Sedang 400± 200± 150± 20 15 

Tebal 400± 200± 200± 25 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutu Batako berdasarkan PUBI 1982 

Tabel 1.2 Syarat Fisik Batako Standart 

Kuat Tekan Bruto Minimum (Kg/ 

Cm²) 
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Batako 

Berlubang 

Rata-rata Masing-masing Penyerapan Air 

Maksimum(% 

Berat) 

A1 20 17 - 

A2 35 30 - 

B1 50 45 35 

B2 70 65 25 

 

Batako, pada dasarnya sama dengan paving block, penggunaannya 

sebagai penyusun dinding membuat produk batako mempunyai bentuk dan 

ukuran  yang berbeda dari paving block. Dinding difungsikan sebagai penahan 

gaya horizontal baik gaya akibat angin maupun gempa. Untuk itu pada struktur 

bangunan tahan gempa, dinding tidak diperbolehkan mengalami perubahan 

bentuk. Apabila dinding tidak mampu menahan gaya lateral, maka akan terjadi 

pergeseran yang akan mengakibatkan gangguan pada balok maupun kolom. 

Gangguan ini kemudian bisa berakibat pada kegagalan struktur jika balok 

maupun kolom pada bangunan berkualitas jelek. 

Batako kait (Interlock block) adalah material penyusun dinding yang 

mempunyai pengait untuk mengunci pergerakan akibat gaya. Interlock block 

merupakan pengembangan dari batako dengan menambahkan lips pada sisi-

sisi tertentu sebagai pengunci. Makin berkembangnya pembuatan batako atau 

bataton saat ini bisa dilihat dari produk-produk bata di pasaran yang sudah 

menggunakan sistem interlock. Dengan sistem interlock pemasangan bata 

lebih cepat, akurat dan presisi.Sementara bata beton dari segi harga memang 
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lebih mahal dari bata merah biasa.Keunggulan jenis bata ini yaitu ukuran dan 

kualitasnya lebih terjamin karena produksi pabrik. Ukurannya pun cenderung 

lebih besar dari bata merah, sehingga jumlah penggunaan  per meter persegi 

lebih sedikit.6 

Salah satu praktik kurang tepat mengenai bisnis adalah proses produksi 

dan penjualan batako yang dilakukan oleh pengusaha batako yang berada di 

desa Nguneng adalah mereka menjual batako yang kualitasnya kurang bagus 

tanpa dijelaskan kualitas yang sebenarnya kepada konsumen atau pembeli. Hal 

tersebut pengusaha lakukan untuk menarik pembeli karena banyaknya pesaing 

yang sama-sama pengusaha batako. 

Dalam praktik penjualan batako terdapat beberapa masalah pada kualitas 

batako,  kualitas tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh pengusaha atau 

produsen yang katanya kualitasnya super dan bisa di lihat tempat pembuatan 

dan melihat cara bikin campuran antara semen dan pasir benar-benar rata atau 

tidak dan juga di lihat cara pencetakkannya, tapi ternyata setelah dikirim 

batako tersebut mengalami kerusakan seperti bidang permukaannya cacat atau 

retak-retak, rusuk-rusuknya tidak tajam karena mengalami kerusakan, mudah 

hancur, dan jika dipegang butiran-butiran penyusun batako mudah terlepas, 

sebulum bertransaksi produsen berkata pada konsumennya jika ada kerusakan 

siap mengganti dengan yang baru, pada praktiknya produsen tidak 

menggantinya. Akibatnya konsemen mengalamin kerugian karena batako yang 

 
 6 www.google.com/amp/s/dwikusumadpu.wordpress.com 
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di beli rusak.7 Pelaku usaha kurang memperhatikan etika dalam jual beli 

terutama prinsip kejujuran dalam etika bisnis Islam dan tentang undang-

undang perlindungan konsumen kurang memperhatikan kewajiban produsen, 

hak dan kewajiban konsumen. 

Berangkat dari latar belakang di atas, ada yang menarik untuk diteliti yaitu 

jika dikorelasikan dengan etika bisnis Islam, kemudian mengenai praktik 

produksi dan penjualan yang dilakukan. Apakah proses produksi dan penjualan 

ini mengandung unsur tipuan atau tidak, dan apakah sudah sesuai dengan 

kaidah etika bisnis islam atau tidak dan sudah adakah upaya hukum untuk 

melindungi konsumen. Sehingga peneliti mengambil penelitian lapangan yang 

diteliti di sebuah usaha pembuatan batako di Desa Nguneng Kecamatan 

Puhpelem Kabupaten Wonogiri. Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk 

meneliti permasalahan ini dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Proses Produksi Dan 

Penjualan Batako Di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten 

Wonogiri”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dan undang-undang perlindungan 

konsumen terhadap proses produksi batako di Desa Nguneng Kecamatan 

Puhpelem Kabupaten Wonogiri? 

 
 7 Agus Susilo, Hasil Wawancara, 10 Oktober 2018. 
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2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dan undang-undang perlindungan 

konsumen terhadap proses penjualan batako di Desa Nguneng 

Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dan undang-

undang perlindungan konsumen terhadap proses produksi batako di Desa 

Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. 

2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dan undang-

undang perlindungan konsumen terhadap proses penjualan batako di Desa 

Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya 

yang ada kaitannya dengan masalah ini sekaligus sebagai bahan telaah dan 

dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam menerapkan etika 

bisnis Islam yang akan dipergunakan dalam menjalankan bisnis. 

2. Manfaat praktis 

a. Memberikan panduan praktik terhadap perkembangan etika bisnis bagi 

masyarakat umum, supaya dalam bertransaksi jual beli haruslah 

memperhatikan bahwa sudah sesuai dengan etika bisnis ataukah belum. 

b. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran di dalam 

menghadapi problematika yang ada, khususnya dalam etika bisnis 

dalam jual beli dan undang-undang perlindungan konsumen. 
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c. Sebagai bahan acuan kajian lebih lanjut bagi peneliti lain yang berkaitan 

dengan topik ini dan bahan informasi bagi pelaku bisnis untuk 

menerapkan etika bisnis Islam dan undang-undang perlindungan 

konsumen dalam menjalankan sebuah bisnis dan Sebagai karya ilmiah 

untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Strata satu (S-

1) di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 

E. Telaah Pustaka 

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-

hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya 

kesamaan penelitian, pengulangan penelitian dan duplikasi penelitian. Maka, 

penilitan terdahulu yang peneliti gunakan yaitu: 

Pertama, skripsi karaya Widodo yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis 

Islam Dan Undang Undang Pelindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Produk 

Pangan Sale Anggur Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Ngadirojo 

Pacitan”. Dengan rumusan masalah: Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dan 

undang undang perlindungan konsumen terhadap kualitas bungkus dan lebel 

kadaluwarsa di produk pangan sale Anggur industry rumah tangga? Dari 

rumusan masalah  dapat disimpulkan bahwa konsumen merasa di rugikan 

karena produk tidak tidak memiliki tanggal kadaluwarsa yang jelas, makanan 

sale anggur yang di buat berbeda-beda masa tahannya. Selain itu juga ada 

masalah lain yaitu soal pengemasannya dari segi kualitas kurang jelas atau 

tidak memiliki standar yang bagus karena semua itu di atur dalam Undang-
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undang perlindungan Konsumen Nomer 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen.8 

Kedua, skripsi karya Eliza yang berjudul “Pelaksanaan Jual Beli  Batu 

Bata Di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kapar Ditinjau Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam”. Dengan rumusan masalah: Bagaimana 

pelaksanaan jual beli dan Tinjauan Ekonomi Islam  terhadap pelaksanaan jual 

beli batu batadi Desa Ganting? Dari rumusan masalah tersebut dapat 

disimpulkan bahwa sebelum terjadinya transaksi jual beli dan pengiriman 

barang penjual menyebutkan spesifikasa barang yang yang di pesan dari 

jenisnya, mutunya, beratnya, tempat dan waktu penyerahannya, sedangkan 

perjanjian hanya dengan lisan saja tanpa dituliskan pada sebuah Nota atau 

Surat Perjanjian. Jika terjadi ketidak sesuaian barang pesanan dengan 

spesifikasi yang disepakati. Kemudian dikirim balik oleh pedagang kepada 

Distributor, maka biaya pengiriman balik tersebut ditanggung oleh pedagang. 

Jika terjadi kesalahan dalam hal perdagangan batu bata di pasar belum sesuai 

dengan konsep salam dalam islam, menurut penulis jual beli tetap sah, namun 

pada prinsipnya tata cara pelaksanaan dalam lapangan banyak yang  

melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berdampak negatif, tidak 

sejalan serta tidak sesuai dengan apa yang diatur tentang jual beli dalam Islam.9 

 
  8 Widodo “Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Undang Undang Pelindungan Konsumen 

Terhadap Jual Beli Produk Pangan Sale Anggur Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Ngadirojo 

Pacitan”skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018) 

 9 Eliza “Pelaksanaan Jual Beli  Batu Bata Di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten 

Kapar Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam” skripsi (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim 

Riau, 2011), 
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Ketiga, skripsi karya Nufriyati Ulfa yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata di Dusun Geger Kecamatan Geger 

Kabupaten Madiun”. Dengan Rumusan masalah: Bagaimana tinjauan hukum 

Islam terhadap akad yang digunakan pada praktik jual beli batu bata, 

bagaimana tinjauan hukum islam terhadap ketidak tepatan waktu pada praktik 

jual beli batu bata dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kualitas yang 

tidak sesuai dengan pemesanan pembeli? Dari rumusan masalah tersebut dapat 

disimpulkan bahwa transaksi jual beli batu bata yang menggunakan sistem 

pemesanan. Dalam praktiknya penetapan harga dilakukan ketika melakukan 

pemesanan, dan ketika pemesanan langsung memberikan uang muka. Dalam 

pembuatannya juga tidak sesuai dengan perjanjian di awal kepada pembeli, 

dalam masalah kualitas yang tidak sesuai dengan pemesanan pembeli pada 

praktik Jual Beli Batu Bata, penentuan pembuatan batu bata seperti bahan 

untuk campuran pembuatan tidak dapat dijelaskan, dan dinyatakan dengan 

kriteria tertentu, karena tidak sesuai dengan syarat-syarat yang disebutkan. 

Karena di dalam syarat-syarat salam harus jelas jenisnya.10 

Keempat, karya Ita Krisnawati yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam 

Terhadap Perilaku Produsen (Studi Kasus pada Industri Rumah Tangga di 

Desa Jurug Kecamatan Sooko)”. Dengan rumusan masalah Bagaimana 

tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku produsen yang tidak 

mencantumkan tanggal kadaluarsa pada label produknya dan bagaimana 

 
  10 Nurfriyati Ulfa“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata di Dusun 

Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun”  skripsi (Ponorogo: STAIN PONOROGO, 2016) 
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tinjauan etika bisnis Islam terhadap prilaku produsen yang menggunakan satu 

nomor P-IRT untuk beberapa jenis produknya. Dari rumusan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa industry rumah tangga yang berada di desa Jurug adalah 

produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada lebel produknya 

dan produsen hanya menggunakan satu nomor PIRT untuk beberapa produk 

makanan. Hal itu tidak sesuai dengan apa yang di anjurkan dalam etika bisnis 

Islam.11 

Kelima, Karya Hermanus J. Suriptty yang berjudul “ Analisis Kualitas 

Proses Produksi Produk Batu Batako PT. Karya Papua Nabire” yang 

membahas  tantang pengendalian kualitas batu batako agar meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dengan cara memperbaiki kualitas batako. dimana 

ada perbedaan jumlah batako dalam satu karung semen akan memberikan 

perbedaan kuat tekan jumlah batako yang dihasilkan lebih banyak memiliki 

nilai kuat tekan yang lebih kecil disbanding dengan batako yang dihasilkan 

lebih sedikit.12 

Persamaan penelitian di atas dengan penulis dengan penelitian yang 

penulis akan teliti adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian lapangan. Namun belum pernah di teliti sebulumnya 

tentang etika bisnis Islam dan undang-undang perlindungan konsumen 

 
  11 Ita Krisnawati “berjudul Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Produsen (Studi 

Kasus pada Industri Rumah Tangga di Desa Jurug Kecamatan Sooko” skripsi (Ponorogo: IAIN 

Ponorogo, 2018) 

  12 Hermanus J. Suriptty, “Analisis Kualitas Proses Produksi Produk Batu Batako PT. Karya 

Papua Nabire” Jurnal Fateksa, V 1 No. 1 (Juli 2016). 
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terhadap batako yang ada di desa Nguneng Dengan berangkat dari 

permasalahan penelitian yang berbeda menjadikan penelitian ini berbeda 

dengan penelitian sebelumnya. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih 

menekankan pada aspek proses suatu tindakan dilihat secara menyeluruh. 

Di mana atau cara proses penelitian dilakukan, keadaan, dan waktu yang 

berkaitan penelitian yang dilakukan, dengan memakai metode survei yakni 

dibatasi pada penelitian yang  datanya dikumpulkan dari sampel untuk 

mewakili  keseluruhan obyek.13 Dalam hal ini adalah praktik etika bisnis 

Islam dan undang-undang perlindungan konsumen terhadap proses 

produksi dan penjualan batako di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem 

Kabupaten Wonogiri. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dalam penelitian ini 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang 

dan perilaku yang dapat diamati.14 Yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan keadaan dan menggali secara luas kegiatan produksi dan 

 
 13 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 10. 

 14 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

1995), 3. 
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penjualan pada usaha batako di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem 

Kabupaten Wonogiri. 

2. Kehadiran Penelitian 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan, 

sebab peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya. 

Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai istrumen kunci.15 

Pengamat penuh sekaligus pengumpul data, sedangkan instrument yang 

lain sebagai penunjang. Dalam hal ini peneliti sebagai pengamat penuh 

untuk melakukan penelitian usaha batako di desa Desa Nguneng 

Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem 

Kabupaten Wonogiri, lokasi ini dipilih dikarenakan terdapat transaksi jual 

beli usaha batako dilakukan. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan 

antara lain: 

a. Pengusaha batako Langsung Jaya 

b. Pengusaha batako Konco Pekok Beton 

c. Pengusaha batako Arjuan Beton 

d. Pengusaha batako Pak Karyanto 

e. Pengusaha batako Sinar Jaya Abadi 

f. Pengusaha batako Maju Lancar Beton 

4. Data dan Sumber Data 

 
 15 Ibid. 
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a. Data 

1) Data tentang proses produksi batako di desa Nguneng Kecamatan 

Puhpelem Kabupaten wonogiri. 

2) Data tentang undang-undang perlindungan konsumen pada proses 

penjualan batako di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem 

Kabupaten Wonogiri. 

b. Sumber Data 

1) Sumber data primer dalam penelitian ini yakni mengenai kata-kata 

atau informasi yang dimana penulis dapatkan dari informan. Data 

primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

data yang pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian atau 

bahan-bahan yang mempunyai otoritas. 16  Informan yang 

dimaksud oleh penulis yakni dua pihak pihak yang terkait dengan 

transaksi proses produksi dan penjualan batako, antara penjual 

batako dan pembeli batako. Dengan demikian data yang diperoleh 

peneliti adalah: 

 

Pemilik Usaha Pembeli 

Bapak P Bapak w 

Bapak N 

Bapak L Bapak S 

Bapak Y 

 
 16 Peter Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media, 2005), 141. 
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Bapak AS Bapak W 

Bapak A 

Bapak E Bapak S 

Bapak R 

Bapak SB Bapak N 

Bapak S 

Bapak K Bapak S 

Bapak T 

 

2) Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur-

literatur terkait dengan skripsi ini untuk memperkuat teori yang 

digunakan. Data sekunder merupakan data yang berasal dari orang 

kedua bukan data yang datang secara langsung atau semua 

publikasi yang bukan merupakan dokumen resmi, akan tetapi data 

ini mendukung mengenai pembahasan penelitian.17 Fungsi dari 

data sekunder ini yakni menambah keterangan atau sebagai 

keterangan pendukung dari data primer. Data sekunder antara lain 

meliputi artikel-artikel mengenai etika bisnis Islam dalam proses 

produksi dan penjualan batako secara umumnya dan jual beli 

batako secara khususnya, literature, ataupun buku yang relevan 

dengan penelitian. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

 
 17 Ibid, 141.  
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Penelitian kualitatif adalah penelitian yang hendak menggali 

makna dari fenomena yang bersifat empirik, oleh karena itu teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Observasi adalah melakukan pengamatan langsung ke lapangan, untuk 

melihat transaksi jual beli batako di Desa Nguneng Kecamatan 

Puhpelem Kabupaten Wonogiri.  

b. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlansung secara lisan pandangan, bertatap muka mendengar 

langsung dari keterangan-keterangan.18 Wawancara ini akan penulis 

lakukan terhadap dua pihak yang terlibat dalam proses produksi dan 

penjualan batako yang terletak di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem 

Kabupaten Wonogiri. Wawancara dilakukan dengan Enam pelaku 

usaha untuk mendapatkan informasi tentang etika bisnis dan undang-

undang perlindungan konsumen dan pembeli batako.  

6. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep keahlian (validitas) dan keandalan (reability). Kepercayaan 

keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan 

yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan 

atau isu yang sedang dicari. Untuk menetapkan keabsahan 

 
 18 Cholid Nurbuka dan abu Ahmad, Metodoloogi Penelitian,  (Jakarta: Bumi Aksara,  2004), 

83. 
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(trustworthiness) data diperklukan teknik pemeriksaan, pelaksanaan 

teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu.19 

Untuk memperoleh jawaban penelitian yang valid dan dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka hasil penelitian diuji 

keabsahannya.Menggunakan dua teknik pengujian keabsahan data 

yaitu: 

a. Perpanjangan kehadiran peneliti 

b. Triangulasi 

Dengan perpanjangan pengamatan peneliti berarti  kembali ke 

lapangan, dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru, 

sehingga memungkinkan derajat keabsahan data yang dikumpulkan. 

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.20 Pada penelitian ini 

peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang terkait dengan cara 

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan 

memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan 

pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil 

observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil 

wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan 

menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan. 

 
 19 Lexy J  Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 

324. 

 20 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta 2013), 

273. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta ada 

keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan untuk mempermudah 

dalam proses penulisan skripsi ini maka perlu adanya sistematika penulisan. 

Penulis mengelompokkan skripsi ini menjadi lima bab. Masing-masing bab 

terbagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi 

ini melalui beberapa tahap bahasan yaitu: 

Bab I Pendahuluan. Di dalam bab ini berisi tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II Landasan Teori. Di dalam bab ini akan menjelaskan teori yang 

akan digunakan peneliti dalam menganalisis permasalahan yang 

diangkatdalam penelitian ini. Teori yang digunakan oleh peneliti adalah teori 

tentang etika bisnis Islam, perlindungan konsumen dan jual beli. Dalam teori 

etika bisnis Islam akan dibahas pengertian etika bisnis Islam, undang-undang 

tentang perlindungan konsumen.  

Bab III Data dan Hasil Penelitian. Di dalam bab ini peneritian akan 

memberikan gambaran umum tentang objek penelitian yang penelitian yang 

peneliti angkat, yang meliputi profil usaha batako  di desa Nguneng, 

implementasi proses produksi batako dan sistem penjualan usaha penjualan 

batako di Desa Nguneng. 

Bab IV Analisi. Di dalam bab ini berisikan inti dari penelitian yaitu 

tentang tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-undang perlindungan 
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konsumen terhadap proses produksi dan penjualan batako di Desa Nguneng 

Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri, dengan rumusan masalah yang 

pertama Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-Undang 

perlindungan konsumen terhadap proses produksi batako di Desa Nguneng 

Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. Dan rumusan masalah yang kedua 

Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-undang perlindungan 

konsumen terhadap proses produksi dan penjualan batako di Desa Nguneng 

Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. 

Bab V Penutup. Di dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari 

penelitian yang dilakukan selain itu juga terdapat saran yang ditujukan kepada 

semua pihak terhadap peneliti ini. 
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BAB II 

ETIKA BISNIS ISLAM DAN UNDANG- UNDANG PERLINDUNGAN 

KONSUMEN 

A. Konsep Etika Bisnis Islam 

1. Pengertian Etika dan Bisnis 

Etika berasal dari bahasa Yunani “Ethos” berarti adat istiadat. 

Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang 

baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan 

diwariskan dari satu orang lain atau satu generasi ke generasi yang 

lainnya. Dalam makna yang lebih tegas etika merupakan sistematis 

tentang tabiat konsep nilai baik, buruk,  benar, salah dan sebagainya dan 

prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk 

mengaplikasikannya atas apa saja.1 Istilah etika, secara teoritis dapat 

dibedakan dalam dua hal pengertian.Pertama, etika berasal dari kata 

Yunani ethos yang artinya kebiasaan dan karakter. Dalam pengertian 

ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, dari pada diri 

seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. 

Kedua, secara terminologis etika merupakan studi sistematis tentang 

tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan sebagainya dan 

prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasinya 

 
 1 Agus Arjianto. Etika Bisnis Bagi Pelaku Usaha, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 

5. 
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atas apa saja. Definisi etika secara terminologis, yaitu etika adalah ilmu 

berkenaan tentang yang buruk dan tentang hak kewajiban moral. 

Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang 

membedakan baik dan buruk. Dalam Islam, istilah yang paling dekat 

dengan istilah etika di dalam al-Qur’an adalah khuluq. Al-Khuluq dari 

kata dasar khuluqa-khuluqun yang berarti tabi’at, budi pekerti, 

kebiasaan, kesatriaan dan keprawiraan.2 

Dapat diambil kesimpulan bahwa etika adalah suatu hal yang 

dilakukan secara benar dan baik, tidak melakukan suatu keburukan, 

melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan 

segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan dalam Islam 

etika adalah akhlak seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan 

termasuk dalam bidang bisnis.3 

Bisnis dengan segala bentuknya ternyata tanpa disadari telah 

terjadi dan menyelimuti aktivitas dan kegiatan kita setiap harinya. Kata 

“bisnis” dalam bahasa Indonesia diserap dari kata “business” dari 

bahasa inggris yang berarti kesibukan. Kesibukan secara khusus 

berhubungan dengan keuntungan. Menurut Buchari Alma, pengertian 

bisnis ditujukan pada sebuah kegiatan berorientasi profit yang 

memproduksi barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan 

 
 2 Muhammad, Etika Bisnis Islam (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2008), 38. 

 3 Verithzal Rivai, Amir Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, Islamic Business and Economic 

Ethics (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 3. 
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masyarakat. Bisnis juga dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang 

menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

Secara etimologis, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau 

sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan 

keuntungan. 4  Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada 

peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan 

atau pengolahan barang (produksi). Bisnis yang sehat adalah bisnis yang 

berlandaskan pada etika. Oleh karena itu, pelaku bisnis muslim 

hendaknya memiliki kerangka etika bisnis yang kuat, sehingga dapat 

mengantarkan aktivitas bisnis yang nyaman dan berkah.5 

Dalam pengertian lebih luas bisnis ialah suatu kegiatan usaha 

individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang 

dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat.6 Dari semua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

suatu organisasi atau pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnis 

dalam bentuk: (1) memproduksi dan atau mendistribusikan barang dan 

atau jasa, (2) mencari profit, dan (3) mencoba memuaskan keinginan 

konsumen.7 

 
 4 Abdul Aziz, Etika Bisnis Prespektif Islam (Bandung : Alfabeta, 2013), 28. 

 5 Muhammad, Alimin, Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam (Yogyakarta: 

BPFE-Yogyakarta, 2004), 56. 

 6 Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung: Alfabeta, 

2010) 111. 

 7 Yusanto Widjajakusuma, Menggagas Bisnis Islami(Depok: GEMA INSANI,2001)16.   
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Etika bisnis adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan 

dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku bisnis. 

Masalah etika dan ketaatan pada hukum yang berlaku merupakan dasar 

yang kokoh yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis dan akan 

menentukan tindakan apa dan prilaku bagaimana yang akan dilakukan 

dalam bisnisnya. Hal ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama, 

bukan saja hanya tanggung jawab pelaku bisnis tersebut, sehingga 

diharapkan akan terwujud situasi dan kondisi bisnis yang sehat dan 

bermartabat yang pada akhirnya dapat bermanfaat bagi masyarakat, 

bangsa, dan negara.8 

Etika bisnis merupakan cara untukmelakukan kegiatan bisnis, 

yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, 

perusahaan dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan 

dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan 

dalammembangun hubungan yang adil dansehat dengan 

pelanggan/mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Menurut 

Yosephus, etika bisnis pada dasarnya merupakan applied ethics atau 

etika terapan. Etika bisnis merupakan wilayah penerapan prinsip-

prinsip moral umum pada wilayah tindakan manusia dalam bidang 

ekonomi, seperti bisnis. Jadi, sasaran etika bisnis adalah perilaku moral 

pembisnis yang beraktivitas dalam bidang ekonomi. Menurut Ongky 

 
 8  Arijanto, Agus. Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2011. 
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pengertian ini menjelaskan bahwa bagaimana para pelaku bisnis 

bertindak secara moral dalam melakukan bisnisnya. Etika bisnis adalah 

kajian yang di khususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi 

ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam 

kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Etika bisnis merupakan studi 

standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam sistem 

dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi 

dan mendistribusi barang dan jasa sertaditerapkan kepada orang-orang 

yang ada di dalam organisasi. Misalnya seeorang pengusaha yang 

memiliki etika bisnis biasanya adalah seorang yang jujur dan amanah. 

Etika bisnis ini diwujudkan karena tuntutan dari pergerakan 

terhadap meningkatnya berbagai praktek yang tidak sehat dalam dunia 

bisnis, misalnya layanan yang tidak memuaskan. Perusahaan menyakini 

prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan 

kinerja yang unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan 

mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang 

berlaku. Etika bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh 

karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman 

untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang 

luhur, jujur, transparan dan sikap yang professional.9 

2. Pengertian Bisnis Islam 

 
 9http://anggunrizkiaprilliani.blogspot.com/2017/03/nilai-etika-dan-moral-dalam-

bisnis.html?m=1, (Diakses pada 15 Februari 2020) 
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Bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis 

dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) 

kepemilikan hartanya (barang atau jasa) termasuk profitnya, namun 

dibatasi dalam cara peroleh dan pendayagunaan hartanya (ada aturan 

halal dan haram). 10  Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap 

berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam al-Quran dan al-

Hadith). Dengan kata lain, syariat merupakan nilai utama yang menjadi 

payung strategis maupun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi atau 

bisnis.11  Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada 

ketentuan syariat (atuan-aturan dalam al-Qur’an dan al-Hadith). Dengan 

kata lain, syariat merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis 

maupun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi (bisnis).12 

Ada beberapa terma dalam al-Quran yang berkaitan dengan 

konsep bisnis. Diantaranya adalah kata: al Tijarah, al-baiu, tadayantum, 

dan isytara. Terma tijarah, berawal dari katadasar t-j-r, tajara, tajran wa 

tijaratan, yang bermakna berdagang, berniaga. At-tijaratunwalmutjar; 

perdagangan atau perniagaan, attijariyyu wal mutjariyyu; yang berarti 

mengenai perdagangan atau perniagaan. Dalam al-Quran terma tijarah 

ditemui sebanyak delapan kali dan tijaratuhum sebanyak satu kali. 

Bentuk tijarah terdapat dalam surat al-Baqarah (2): 

 
 10 Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah, 111. 

 11 Yusanto Widjajakusuma, Menggagas Bisnis Islami...,16. 

 12 Ibid.,18. 
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Adapun Tijaratuhum pada surat al-Baqarah (2) Dalam 

penggunaan kata tijarah pada ayat-ayat di atas terdapat dua macam 

pemahaman. Pertama, dipahami dengan perdagangan yaitu pada surat 

al-Baqarah (2): 282. Kedua, dipahami dengan perniagaan dalam 

pengertian umum. Hal ini menarik dalam pengertian-pengertian ini, 

dihubungkan dengan konteksnya masing-masing adalah pengertian 

perniagaan tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang bersifat 

material atau kuantitas, tetapi perniagaan juga ditujukan kepada hal 

yang bersifat immaterial kualitatif.13 

3. Pengertian Etika Bisnis Islam 

Dalam Islam bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada 

peninggkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, 

perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dalam terminology 

bahasa ini, pembiayaan merupakan pendanaan, baik aktif maupun pasif, 

yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah. Sedangkan 

bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industry guna 

memaksimalkan nilai keuntungan. Islam menempatkan aktivitas bisnis 

dalam posisi yang amat dihargai di tengah kegiatan manusia mencari 

rezeki dalam penghidupan.14 

 
 13 https://www.kompasiana.com/herulzeta/5908a4acb99373477c6e2539/konsep-bisnis-

dalam-islam?page=all, (Diakses Pada 15 Februari 2020) 

 14 Faisal Badroen dkk, Etika Bisnis Dalam Islam (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 

2006), 16. 

https://www.kompasiana.com/herulzeta/5908a4acb99373477c6e2539/konsep-bisnis-dalam-islam?page=all
https://www.kompasiana.com/herulzeta/5908a4acb99373477c6e2539/konsep-bisnis-dalam-islam?page=all
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Perbedaan etika bisnis Islam dengan etika bisnis yang selama ini 

dipahami yaitu terletak pada landasan tauhid dan orientasi jangka 

panjang (akhirat). Etika bisnis Islam memiliki dua cakupan. Pertama, 

cakupan internal, yang berarti perusahaan memiliki manajemen internal 

yang memperhatikan aspek kesejahteraan karyawan, perlakuan yang 

manusiawi dan tidak diskriminatif, plus pendidikan. Kedua, cakupan 

eksternal meliputi aspek transparansi, akuntabilitas, kejujuran, dan 

tanggung jawab. Demikian pula kesediaan perusahaan untuk 

memperhatikan aspek lingkungan dan masyarakat sebagai stakeholder 

perusahaan.15 

Etika bisnis Islam juga didefinisikan tentang baik, buruk dan 

salah yang berdasarkan pada prinsip moralitas. Dalam arti lain etika 

bisnis berarti seperangkat prinsip dan  norma dimana para pelaku usaha 

bisnis harus komit padanya dalam berinteraksi, berperilaku, dan berelasi 

guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya yang selamat.16 

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk 

mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah dan selanjutnya tentu 

melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan 

perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntunan 

perusahaan. Etika bisnis sebagai perangkat baik, buruk, benar, dan salah 

 
 15 Veitzhzal Rivai dan Antoni Nizar Usman., Islamic Economics and Finance Ekonomi dan 

Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi Solusi  (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,  2013), 231. 

 16 Rafik Isa Beekun, Etika Bisnis Islami,( Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 3. 



31 

 
 

dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam 

arti lain etika bisnis berarti seperangkat bisnis dan norma di mana para 

pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berprilaku, dan 

berelasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan 

selamat. Selain itu, etika bisnis juga dapat berarti pemikiran atau refleksi 

tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis yaitu refleksi tentang 

perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, tidak wajar, 

pantas dari pelaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja. 

Etika bisnis dalam pandangan agama Islam yaitu memiliki etika 

yang senantiasa memelihara kejernihan aturan agama (Syariat) yang 

jauh dari keserakahan dan egoisme. Ketika etika-etika ini di 

implikasikan secara baik dalam setiap kegiatan usaha (bisnis) maka 

usaha-usaha yang dijalankan tersebut menjadi jalan yang membentuk 

sebuah masyarakat yang makmur dan sejahtera.Islam juga memandang 

tentang etika yakni langkah penting pertama dalam menentukan kaidah-

kaidah perilaku ekonomi dalam masyarakat Islam. Pandangan Islam 

mengenai proses kehidupan tampak unik karena bukan saja perhatian 

utamanya pada norma-norma etika, melainkan juga karena 

kelengkapannya. 

Dalam bisnis, Islam memberikan pedoman berupa norma-norma 

atau etika untuk menjalankan bisnis agar pelaku bisnis benar- benar 

konsisten dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Maka dengan 

adanya norma-norma atau etika spiritual yang tinggi, iman dan ahlak 
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yang mulia, merupakan kekayaan yang tidak habis dan sebagai pusaka 

yang tidak akan pernah sirna. Dalam bisnis tidak boleh lepas dari nilai-

nilai ke-Islaman (khususnya bagi seorang muslim) yang telah tertuang 

dalam hukum perdata Islam dan selalu menjunjung tinggi etika bisnis.17 

4. Prinsip-Prinsip Dasar Etika Bisnis Dan Etika Bisnis Islam 

Sejumlah aksioma dasar sudah dirumuskan dan dikembangkan 

oleh para sarjana muslim. Aksioma-aksioma ini merupakan turunan dari 

hasil penerjemahan kontemporer akan konsep-konsep fundamental dari 

moral Islam. Rumusan aksioma ini diharapkan menjadi rujukan bagi 

para pembisnis muslim untuk menentukan prinsip-prinsip yang dianut 

dalam menjalankan bisnisnya. Aksioma-aksioma tersebut adalah 

sebagai berikut.18 

a. Prinsip Kejujuran 

  Prinsip kejujuran harus menjadi dasar penting 

dalammenjalankan bisnis apa pun. Bagi sebagian pengusaha, baik 

pengusaha modern maupun pengusaha konvensional, menyatakan 

bahwa kejujuran merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam bisnis 

apa pun. Prinsip kejujuran sangat penting bagi pengusaha. Secara 

umum, bisnis yang berjalan tanpa mengadopsi prinsip kejujuran tidak 

akan bertahan lama. Bagi pengusaha, kejujuran ini terkait dengan 

 
 17Ahmad Hukaimi, Sahri & Moh.Huzaini, “Etika Bisnis Islam”,Jurnal Ekonomi dan Bisnis 

Islam, 1 (januari-juni), 21-22. 

 18 Faisal Badroen dkk, Etika Bisnis dalam Islam, 88. 
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kualitas dan harga barang yang ditawarkan kepada konsumen. Dengan 

kata lain, menjual produk berkualitas tinggi dengan harga yang wajar 

dan masuk akal adalah bentuk kejujuran dari seorang wirausahawan 

kepada konsumen. Kejujuran memiliki dampak besar pada proses 

menjalankan bisnis. Sekali seorang pengusaha tidak jujur / menipu 

konsumen, maka ini adalah awal dari kemunduran dan bahkan 

kehancuran bisnis. Apalagi di bisnis modern seperti sekarang ini, 

tingkat persaingannya sangat tinggi . 

b. Prinsip Otonomi 

  Prinsip otonomi saya terkait dengan sikap dan kemampuan 

individu dalam mengambil keputusan dan tindakan yang benar. Dengan 

kata lain, seorang pelaku bisnis harus dapat membuat keputusan yang 

baik dan benar , dan memperhitungkan keputusan itu. Pengusaha dapat 

dikatakan memiliki prinsip otonomi dalam melakukan bisnis jika 

mereka memiliki kesadaran penuhakan kewajiban mereka dalam 

menjalankan bisnis. Artinya, seorang wirausaha memahami bidang 

bisnis yang dilakukan, situasi yang dihadapi, dan tuntutan serta aturan 

yang berlaku di bidang itu. Pelaku bisnis juga dikatakan memiliki 

prinsip otonomi jika mereka sadar bahwa keputusan dan tindakan yang 

diambil sesuai atau bertentangan dengan nilai atau norma moral 

tertentu, dan memiliki risiko yang dapat terjadi pada diri mereka sendiri 

dan perusahaan. Prinsip otonom tidak hanya mengikuti nilai- nilai dan 
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norma-norma yang berlaku, tetapi juga kesadaran batin bahwa apayang 

dilakukan adalah hal yang baik. 

c. Prinsip Keadilan 

  Adil dalam hal ini berarti bahwa semua pihak yang terlibat 

dalam bisnis memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama 

sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan begitu, semua pihak yang 

terlibat dalam bisnis harus berkontribusi pada keberhasilan bisnis yang 

dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan 

menerapkan prinsip keadilan ini, semua pihak yang terlibat dalam 

bisnis, baik hubungan internal maupun hubungan eksternal, akan 

menerima perlakuan yang sama sesuai dengan haknya masing-masing. 

d. Prinsip Saling Menguntungkan 

  Prinsip saling menguntungkan berarti bahwa kegiatan bisnis 

yang dilakukan memberikan manfaat bagi semua pihak. Berbeda 

dengan prinsip keadilan yang mensyaratkan bahwa semua pihak tidak 

merasa rugi, prinsip saling menguntungkan membutuhkan hak dalam 

hal manfaat dari kegiatan bisnis. Prinsip saling menguntungkan ini 

terutama mengakomodasi sifat dan tujuan bisnis itu sendiri. Dalam 

praktiknya, prinsip ini terjadi dalam proses bisnis yangbaik di mana 

pengusaha ingin mendapat untung dan konsumen ingin mendapatkan 

barang atau jasa yang memuaskan.  

e. Prinsip Integritas 
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  Moral Dalam menjalankan bisnis, bisnis harus memiliki 

prinsip integritas moral yang baik. Tujuannya untuk menjaga nama baik 

perusahaan dan tetap menjadi perusahaan yang dipercaya oleh 

konsumen. Dalam praktiknya, penerapan prinsip ini harus dilakukan 

oleh semua pihak, baik pemilik bisnis, karyawan, dan manajemen 

perusahaan .19 

Sedangkan prinsip etika bisnis Islam sebagai berikut: 

a. Kesatuan 

Keesaan berhubungan dengan konsep tauhid. Berbagai aspek 

dalam kehidupan manusia yakni politik, ekonomi, sosial dan 

keagamaan membentuk satu kesatuan homogeny, yang bersifat 

konsisten dari dalam, dan integrasi dengan alam semesta secara luas. 

Keesaan merupakan dimensi vertikal Islam. Tauhid merupakan 

landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai fondasi utama 

setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan 

fungsi kehidupannya.20 

Kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid 

yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik 

dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial menjadi keseluruhan 

yang homogen, serta mementingkan konsep eksistensi dan 

keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam 

 
 19 https://guruakuntansi.co.id/etika-bisnis/, (diakses pada 17 Februari 2020) 

 20 Ibid., 89. 

https://guruakuntansi.co.id/etika-bisnis/
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menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi 

membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula, maka etika dan 

bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk 

suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.21 

Ketundukan manusia pada Tuhan telah membantu mereka 

merealisasikan potensi teomorfiknya, sekaligus membebaskannya 

dari perbudakan manusia. Dengan mengintegrasikan aspek religius 

dengan aspek-aspek kehidupan yang lain, seperti ekonomi, akan 

mendorong manusia ke dalam suatu keutuhan yang selaras, 

konsisten dalam dirinya, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan. 

Peran konsep tauhid akan menimbulakan perasaan dalam diri 

manusia bahwa ia akan selalu merasa diawasi segala aktivitas 

berekonomi.22 Allah Swt telah berfirman dalam Surah Adz-Dzariyat 

ayat 56 : 

نسَ إِلََّّ لِيعَۡبدُُونِ    ٥٦وَمَا خَلقَۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلِۡۡ
 

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melaikan 

supaya mereka mengabdi kepada-Ku.(Q.S Adz-Dzariyat ayat 56).23 

Refleksi dari prinsip tauhid adalah perilaku manusia selaku 

pelaku ekonomi mengakui adanya hak mutlak Allah atas segala yang 

ada di antara keduanya termasuk dirinya (manusia), sehingga 

 
 21 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam (Bandung: Alfabeta, 2013), 45. 

 22 Muhammad Djakfar, Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral 

Ajaran Bumi (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 22. 

 23 Al-Qur’an, 51:56.    
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konsekuensinya akan tunduk dan patuh atas segala perintah dan  

larangan-Nya.24 

b. Keseimbangan 

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis 

dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim.25  Pengertian adil 

dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, 

hak alam semesta, hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai 

stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut 

harus ditempatkan sebagaimana mestinya, yaitu sesuai aturan 

syariah. Tidak mengakomodir salah satu hak di atas, dapat 

menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Karenanya orang 

yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan. 26  Hal ini sesuai 

dengan firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 8 yaitu : 

ِ شُهَدَآَٰءَ بٱِلۡقِسۡطِِۖ وَلََّ   مِينَ لِِلَّّ َٰٓأيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ كُونوُاْ قَوََّّٰ يََّٰ
َٰٓ ألَََّّ تعَۡدِلوُاْْۚ ٱعۡدِلوُاْ هُوَ أقَۡرَبُ  يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَ  انُ قَوۡمٍ عَلىََّٰ َٔ  ٔ

َ خَبِيرُُۢ بمَِا تعَۡمَلوُنَ    َْۚ إِنَّ ٱلِلَّّ ِۖ وَٱتَّقوُاْ ٱلِلَّّ  ٨لِلتَّقۡوَىَّٰ
Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi 

saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap 

sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.Berlaku 

adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah 

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan (Al-Maidah ayat 8).27 

 
 24 Ely Masyrukah, Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Pada Teori Ekonomi Mikro Islami 

(Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2008), 97. 

 25 Rivai dan Antoni, Islamic Economics 221. 

 26 Faisal Badroen, dkk.,Etika Bisnis dalam Islam, 91. 

 27 Al-Qur’an, 5: 8. 
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Dalam beraktivitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan untuk 

berbuat adil. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang 

lain, hak lingkungan sosial dan hak Allah dan Rasul-Nya berlaku 

sebagai stakholder dari petilaku adil seseorang. Semua hak-hak 

tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan 

syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak diatas, dapat 

menempatkan tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil 

akan lebih dekat kepada ketakwaan. Berlaku adil akan dekat dengan 

takwa sehingga dalam perniagaan, Islam melarang untuk menipu 

walaupun hanya sekedar membawa kondisi yang menimbulkan 

keraguan sekalipun. Kondisi ini dapat terjadi seperti adanya 

gangguan mekanisme pasar atau karena adanya informasi penting 

mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. 

Gangguan pada mekanisme pasar dapat berupa gangguan pada 

penawaran dan gangguan dalam permintaan.Islam mengharuskan 

penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. 28  Dalam 

perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam 

menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kualitas) pada setiap 

takaran maupun timbangan.29 

c. Kehendak Bebas 

 
 28 Faisal Badroen dkk, Etika Bisnis dalam Islam, 91. 

 29 Ibid. 
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Manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan 

kehidupannya sendiri mana kala Allah SWT menurunkannya ke 

bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya 

dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia diberi 

kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan, untuk memilih 

apa pun jalan hidup yang ia inginkan dan, yang paling penting untuk 

bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Tidak seperti 

halnya ciptaan Allah Swt yang lain di alam semesta, ia dapat 

memilih perilaku etis ataupun tidak etis yang akan ia jalankan.30 

Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam 

segala hal, tak terkecuali kebebasan dalam melakukan kontrak di 

pasar. Oleh sebab itu pasar seharusnya menjadi cerminan dari 

berlakunya hukum penawaran dan permintaan yang 

direpresentasikan oleh harga, pasar tidak terdistirsi oleh tangan-

tangan yang sengaja mempermainkannya. Konsep ini juga 

mementukan bahwa pasar Islami harus bisa menjamin adanya 

kebebasan pada masuk atau keluarnya sebuah komoditas di pasar, 

berikut perangkat faktor-faktor produksinya. Hal ini dimaksudkan 

untuk menjamin adanya pendistribusian kekuatan ekonomi dalam 

sebuah mekanisme yang proposional.31 

 
 30 Rafik Isa Beekum, Etika Bisnis Islami, 38. 

 31 Faisal Badroen dkk, Etika Bisnis dalam Islam, 95. 
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kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis 

Islam, sehingga kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya 

batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif 

berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang 

dimilikinya.Kecenderungan manusia untuk terus-menerus 

memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan 

dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya 

melalui zakat, infak, dan sedekah.32 Seorang Muslim, yang telah 

menyerahkan hidupnya kepada kehendak Allah Swt akan menepati 

semua kontrak yang telah dibuatnya. Dalam firmannya : 

رُكُمۡ فيِ ٱلۡۡرَۡحَا ِ هَ إِلََّّ هُوَ  هُوَ ٱلَّذِي يصَُو 
مِ كَيۡفَ يشََآَٰءُْۚ لَََّٰٓ إلََِّٰ

 ٦ٱلۡعزَِيزُ ٱلۡحَكِيمُ  
 

Artinya: Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, 

maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa (Q.S 

Al-‘Imran: 76) 

Berdasarkan konsep kehendak bebas, manusia memiliki 

kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun 

mengingkarinya. Seorang muslim, yang telah menyerahkan 

hidupnya pada kehendak Allah Swt akan menepati semua kontrak 

yang telah dibuatnya. 33  Dalam tataran ini, kebebasan manusia 

sesungguhnya tidak mutlak, tetapi merupakan kebebasan yang 

bertanggung jawab dan berkeadilan.34 

 
 32 Abdul Aziz, Etika Bisnis, 46. 

 33 Rafik Isa Beekum, Etika Bisnis Islami, 39. 

 34 Veritzhal, Islamic Business and Economic Ethics, 39. 
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d. Tanggung jawab 

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil 

dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya 

pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntunan 

keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan 

tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan 

kehendak bebas.Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas 

dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang 

dilakukannya.35 

Tanggung jawab terkait erat dengan tanggung jawab manusia 

atas segala aktivitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga 

tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat. Karena 

manusia tidak hidup sendiri, dia tidak terlepas dari hukum yang 

dibuat manusia itu sendiri sebagai komunitas sosial. Tanggung 

jawab kepada Tuhan tentunya di akhirat, tetapi tanggung jawab 

kepada manusia didapat di dunia berupa hukum-hukum formal 

maupun hukum non formal.36 

Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti 

setiap orang akan diadili secara personal dihari kiamat kelak. 

Tanggung jawab muslim yang sempurna ini tentu saja didasarkan 

atas cakupan kebebasan yang luas, yang dimulai dari kebebasan 

 
 35 Mardani, Hukum Bisnis Syariah (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 58. 

 36 Rivai dan Antoni, Islamic Economics, 230. 
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untuk memilih keyakinan dan berakhir dengan keputusan yang 

paling tegas yang perlu diambilnya.37 

Tanggung jawab dalam Islam bersifat multi-tingkat dan 

berpusat baik pada tingkat mikro (individu) maupun tingkat makro 

(organisani dan masyarakat). Tanggung jawab mikro maupun makro 

(misalnya, antara individu dan berbagai institusi dan kekuatan 

masyarakat).38 

Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam 

misalnya jika seseorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak 

etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan 

bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku 

tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas 

tindakannya sendiri.39 Dengan firman Allah Swt: 

 ٣٨كُلُّ نفَۡسُِۢ بمَِا كَسَبَتۡ رَهِينةٌَ  
Artinya: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah 

diperbuat (Q.S Al-Mudatstsir ayat 38).40 

Konsep ini berkaita tentang kesatuan, keseimbangan, dan 

kehendak bebas.Semua kewajiban harus dihargai kecuali jika secara 

moral salah. Sekali seorang muslim mengucapkan janjinya atau 

 
 37 Faisal Badroen dkk, Etika Bisnis dalam Islam, 101. 

 38 Rafik Isa Beekum, Etika Bisnis Islami, 41. 

 39 Djakfar, Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis, 68. 

 40Al-Qur’an, 74:38. 



43 

 
 

terlibat dalam sebuah perjanjian yang sah, maka ia harus 

menepatinya.41 

e. Kebajikan 

Kebijakan adalah kehendak untuk melakukan kebaikan hati 

dan meletakkan bisnis pada tujuan berbuat kebaikan atau 

kebenaran.42 Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai 

niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) 

proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun 

dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan 

prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan 

berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu 

pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam 

bisnis.43 

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna 

kebenaran, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan 

kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai 

niat, sikap dan perilaku benar meliputi proses transaksi, proses 

mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam 

proses menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka 

etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap 

 
 41 Rafik Isa Beekum, Etika Bisnis Islami 

 42 Rivai dan Antoni, Islamic Economics, 230. 

 43 Abdul Aziz, Etika Bisnis, 47. 
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kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan 

transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.44 Sebagaimana 

firman Allah Swt: 

ئكَِ أصَۡحََّٰ 
َٰٓ تِ أوُْلََّٰ لِحََّٰ بُ ٱلۡجَنَّةِِۖ هُمۡ فِيهَا  وَٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ وَعَمِلوُاْ ٱلصََّّٰ

لِدُونَ    ٨٢خََّٰ
Artinya: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, 

mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya (Q.S Al-

Baqarah 82).45 

Mengenai penerapan konsep kebenaran, kebajikan dan 

kejujuran, al-Ghazali merumuskan enam kebajikan berikut: 

1) Jika seseorang membutuhkan maka orang lain harus 

memberikannya dengan mengambil sedikit keuntungan, jika 

sang pemberi melupakan keuntungan maka hal itu lebih baik. 

2) Jika membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik bagi 

dirinya membayarnya sedikit berlebih.  

3) Dalam mengabulkan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang 

harus bertindak bijaksana dengan memberi waktu banyak bagi 

peminjam.  

4) Sudah sepantasnya mereka yang ingin mengembalikan barang 

yang telah dibeli seharusnya diperbolehkan demi kebajikan.  

5) Merupakan tindakan yang baik bagi sang peminjam bila 

membayar hutangnya tanpa diminta.  

 
 44 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam (Bandung: Alfabeta, 2013), 46.  

 45 al-Qur’an 2:82.   
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6) Ketika menjual secara kredit, seseorang harus cukup bermurah 

hati, tidak memaksa membayar jika seseorang tidak mampu 

membayar dalam waktu yang ditetapkan.46 

Meskipun konsep-konsep di atas menentukan kita dalam 

tingkah laku sehari-hari, konsep-konsep tersebut lebih merupakan 

deskripsi filsafat etika Islam. Al-Quran dan Sunnah melengkapi 

konsep-konsep ini dengan merumuskan tingkat keabsahan hukum 

bentuk-bentuk perilaku penting sebaimana juga wilayah haram dan 

halal bisnis pengusaha Muslim.47 

5. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam 

Dasar hukum Etika bisnis Islam yang terdapat dalam firman 

Allah Swt 

a. Surah al-Baqarah: 42 

طِلِ وَتكَۡتمُُواْ ٱلۡحَقَّ وَأنَتمُۡ تعَۡلمَُونَ  وَلََّ تلَۡبِسُو  ٤٢اْ ٱلۡحَقَّ بٱِلۡبََّٰ
Atinya : “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan 

yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang 

kamu mengetahui” (QS. al-Baqarah: 42)48 

 

 

 

 

 

 

b. Surah As-Shaff : 10  

نۡ عَذاَبٍ ألَِيمٖ    رَةٖ تنُجِيكُم م ِ َٰٓأيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ هَلۡ أدَُلُّكُمۡ عَلىََّٰ تِجََّٰ يََّٰ
١٠ 

 
 46 Rafik Isa Beekum, Etika Bisnis Islami, 43-44. 

 47Ibid,  

 48 Al-Quran 2:42.   



46 

 
 

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu aku 

tunjukkan suatu perdagangan yang menyelamatkanmu dari azab 

yang pedih.” (QS As-Shaff: 10)49 

6. Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli   

Keberkahan usaha merupakan kemantapan dari usaha itu dengan 

memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai Allah SWT. Maka 

persyaratan untuk memperoleh keberkahan atas nilai seorang pelaku 

bisnis harus memperhatikan dan menerapkan beberapa prinsip-prinsip 

yang sudah dijelaskan diatas.Prinsip tersebut digunakan sebagai pijakan 

dalam membangun etika bisnis dalam konteks Islam. Setiap pengusaha 

muslim yang memulai bisnis harus dapat menerapkan atau 

mengaplikasikan prinsip etika bisnis Islam dalam usahanya agar tidak 

menyimpang dalam ajaran Islam. Penerapan etika bisnis Islam tersebut 

adalah sebagai berikut :50 

a. Penerapan Konsep Tauhid Dalam Etika Bisnis  terkait dengan 

konsep tauhid seorang pengusaha muslim tidak akan :  

1) Berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau 

siapapun pemegang saham perusahaan atas dasar ras, warna 

kulit, jenis kelamin, ataupun agama. Hal ini sesuai dengan tujuan 

Allah SWT untuk menciptakan manusia.  

2) Dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, karena ia hanya takut dan 

cinta kepada Allah SWT. Ia selalu mengikuti aturan perilaku 

 
 49  Al-Quran 61:10 

 50 Muhammad, Etika Bisnis Dalam Islam, 65-66 



47 

 
 

yang sama dan satu, dimanapun apakah itu di masjid, di dunia 

kerja atau aspek  apapun dalam kehidupannya. Ia akan selalu 

merasa bahagia.  

3) Menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan. Konsep 

amanah atau kepercayaan memiliki makna yang sangat penting 

baginya karena ia sadar bahwa semua harta dunia bersifat 

sementara, dan harus dipergunakan secara bijaksana. Tindakan 

seorang muslim tidak semata-mata dituntun oleh keuntungan, 

dan tidak demi mencari kekayaan dengan cara apapun.  

b. Penerapan Konsep Kesimbangan Dalam Etika Bisnis 

Prinsip keseimbangan atau kesetaraan berlaku baik secara 

harfiah maupun kias dalam dunia bisnis. Sangat menarik untuk 

mengetahui bahwa makna kata ‘adl adalah keadilan dan 

kesetaraan.51 Sebuah transaksi yang seimbang adalah juga setara dan 

adil. Islam sebenarnya tidak ingin menciptakan sebuah masyarakat 

pedagang, yang berbisnis semata demi alasan kedermawanan. 

Sebaliknya, Islam ingin mengekang kecenderungan sikap serakah 

manusia dan kecintaannya untuk memiliki barang-barang. Sebagai 

akibatnya, baik sikap kikir maupun boros keduanya dikutuk baik 

dalam Al-Qur’an maupun Hadist.52 Berlaku adil akan dekat dengan 

takwa, karena itu dalam perniagaan, Islam melarang untuk menipu, 

 
 51 Ibid. 

 52 Ibid. 
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walaupun hanya sekedar membawa sesuatu pada kondisi yang 

menimbulkan keraguan sekalipun.   

 Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan 

berbuat kebajikan. Bahkan berlaku adil harus didahulukan dari 

berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil paling 

mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran 

(kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangannya.53 

c. Penerapan Konsep Kehendak Bebas dalam Etika Bisnis 

Berdasarkan konsep kehendak bebas, manusia memiliki 

kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun 

mengingkarinya. Seorang muslim, yang telah menyerahkan 

hidupnya pada kehendak Allah SWT, akan menepati semua kontrak 

yang telah dibuatnya.54 

d. Penerapan Konsep Tanggung jawab dalam Etika Bisnis 

jika seorang pengusaha muslim, berperilaku secara tidak etis, 

ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan 

bisnis ataupun pada kekayaan bahwa setiap orang juga berperilku 

tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas 

tindakannya sendiri.55 

e. Penerapan Konsep Kebijakan dalam Etika Bisnis  

 
 53 Faisal Badroen, Etika Bisnis, 91 

 54 Muhammad, Etika Bisnis Dalam Islam,  66 

 55 Ibid., 67 
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Menurut Al-Ghazali dalam buku karya Muhammad yang 

berjudul “Etika Bisnis Islam” disebutkan bahwa terdapat enam 

bentuk kebajikan, yaitu: 

1) Jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus 

memberikannya, dengan mengambil keuntungan yang sesedikit 

mungkin. Jika sang pemberi melupakan keuntungannya, maka 

hal tersebut akan lebih baik baginya.   

2) Jika seorang membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik 

baginya untuk kehilangan sedikit uang dengan membayarnya 

lebih dari harga yang sebenarnya. Tindakan seperti ini akan 

memberikan akibat yang mulia, dan tindakan yang sebaliknya 

cenderung akan memberikan hasil yang juga berlawanan.  

3) Dalam mengabulkan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang 

harus bertindak secara bijaksana dengan memberi waktu yang 

lebih banyak kepada sang peminjam untuk membayar 

hutangnya, dan jika diperlukan, seseorang harus membuat 

pengurangan pinjaman untuk meringankan beban sang 

peminjam.  

4) Sudah sepantasnya bahwa mereka yang ingin mengembalikan 

barang-barang yang telah dibeli seharusnya diperbolehkan untuk 

melakukannya demi kebajikan.  
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5) Merupakan tindakan yang sangat baik bagi sang peminjam jika 

mereka membayar hutangnya tanpa harus diminta, dan jika 

mungkin jauh-jauh hari sebelum jatuh waktu pembayarnnya.  

6) Ketika menjual barang secara kredit seseorang harus cukup 

bermurah hati, tidak memaksa membayar ketika orang tidak 

mampu membayar dalam waktu yang telah ditetapkan.56 

B. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 

1. Pengertian Perlindungan Konsumen 

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk 

menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada 

konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan atau jasa.57 

Menurut peraturan perundang-undangan, “perlindungan konsumen 

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberikan perlindungan kepada konsumen”.58 

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat 

dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen/UUPK) tersebut cukup memadai. Kalimat 

yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum” diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan 

 
 56 Muhammad, Etika Bisnis Dalam Islam, 68 

 57 Burhanuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal (Malang: 

IN-Maliki Press, 2011), 1. 

 58 Pasal I angka (I) Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
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sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk 

kepentingan perlindungan konsumen.59 

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang  Nomor 8 tahun 

1999, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, 

orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan. Pelaku usaha merupakan orang atau lembaga yang 

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan 

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum 

Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui 

perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang 

ekonomi.60 

Penjelasan mengenai hukum perlindungan konsumen dapat 

ditemukan di dalam berbagai literatur dan dikemukakan oleh para pakar 

atau ahli hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi Hukum 

Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah 

kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara 

berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau 

jasa konsumen di dalam pergaulan hidup masyarakat. 

2. Asas dan Tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

 
 59 Ahmadi Miru Dkk, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Rajawali P m, 2014), 1. 

 60 Elsi Kartika Sari & Advendi Simanungsong Hukum Dalam Ekonomi (Jakarta: Grasindo, 

2008), 159.  



52 

 
 

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama 

berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, 

yakni asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan, 

dan keselamatan konsumen dan asas kepastian hukum. 

a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan penyelenggaraan 

perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya 

bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 

b. Asas keadilan dimaksudkan untuk mewujudkan partisipasi 

masyarakat secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 

melaksanakan kewajiban secara adil. 

c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberi keseimbangan 

antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam 

arti materil maupun spiritual. 

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 

konsumen dalam penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang 

dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 

e. Asas kepastian hukum dimaksud agar baik pelaku usaha maupun 

konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin 

kepastian hukum.61 

 
 61Ibid., 160. 
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Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah memberlakukan peraturan 

perundang-undangan tentang perlindungan konsumen yang bertujuan 

untuk: 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri. 

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkanya ekses negatif pemakaian barang dan atau jasa.  

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan 

dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 

unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi. 

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam usaha. 

f. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.62 

 

 

3. Hak dan kewajiban konsumen 

 
 62 Ibid. 
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Undang-undang perlindungan konsumen mengartikan konsumen 

ssebagai “setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang 

lain, maupun makluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. 

Pengertian ini sesuai dengan definisi bahwa konsumen adalah pengguna 

terakhir, jadi merupakan pembeli dari barang dan/atau jasa tersebut.63 

Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan 

dari kehidupan sosial. Ketika manusia berhubungan dengan sesamanya, 

maka dengan sendirinya melahirkan hak dan kewajiban yang akan 

mengikat keduanya.64 

Hak konsumen adalah: 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan jasa. 

b. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan 

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan. 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 

jaminan barang dan jasa. 

d. Hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa 

yang digunakan. 

 
 63Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan 

Perkembangan Pemikiran (Bandung, Nusa Media, 2008), 7. 

 64 Burhanuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal, 8. 
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e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan secara patut. 

f. Hak untuk dapat pembinan dan pendidikan konsumen. 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif. 

h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila 

barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau 

tidak sebagai mana mestinya. 

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.65 

Kewajiban konsumen adalah: 

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatanbarang dan atau jasa, demi keamanan 

dan keselamatan;  

b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pemebelian barang dana 

tau jasa;  

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;  

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. 

 

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 

 
 65 Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen (Bandung: Nusa Media, 2010), 33-34. 

 



56 

 
 

Berdasarkan pasal 6 dan 7 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 

hak dan kewajiban pelaku usaha adalah: 

Hak pelaku usaha adalah: 

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang 

diperdagangkan. 

b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan 

konsumen yang beriktikad tidak baik. 

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 

penyelesaian hukum sengketa konsumen. 

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 

bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau 

jasa yang diperdagangkan. 

Kewajiban pelaku usaha: 

a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 

b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan atau jasa serta meberi penjelasan 

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif.  

d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau 

jasa yang berlaku. 
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e. Memberikan kesempatan pada konsumen untuk mengkaji, dan atau 

mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan 

atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan. 

f. Memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang 

dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian.66 

5. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha 

Dalam UUPK Pasal 8 mengatur perbuatan yang dilarang bagi 

pelaku usaha, meliputi : 

a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan 

barang dan/atau jasa yang: 

1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 

dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah 

dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau 

etiket barang tersebut 

3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran,, timbangan dan jumlah 

dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. 

4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau 

kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau 

keterangan barang dan/atau jasa tersebut 

 
 66 Elsi Kartika Sari & Advendi Simanungsong Hukum Dalam Ekonomi,162-163. 
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5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses 

pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana 

dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa 

tersebut. 

6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 

keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa 

terseb. 

7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu 

penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang 

tertentu. 

8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana 

pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label. 

9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang 

memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, 

komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, 

nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk 

penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. 

b. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan 

barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. 

c. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat 

atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap 

dan benar atas barang dimaksud. 
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d. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan 

yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa 

memberikan informasi secara lengkap dan benar.67 

 
 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen 
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BAB III 

PRAKTIK PROSESPRODUKSI DAN PENJUALAN BATAKO  

DI DESA NGUNENG KECAMATAN PUHPELEM 

KABUPATEN WONOGIRI 

A. Gambaran Umum  

1. Letak Geografis 

Desa Nguneng merupakan salah satu desa yang berada di 

Kecamatan Puhpelem yang paling ujung dari Kabupaten Wonogiri. Di 

desa Nguneng sudah terkenal dengan desa penghasil pasir terbesar di 

Kecamatan Puhpelem karena di desa Nguneng ada banyak tambang 

pasir, tambang pasir tersebut  digali dengan cara manual dan modern 

yang terletak di bukit gunung Blego. Desa Nguneng memiliki luas 

wilayah sebesar 629,15 Hektar dengan batas wilayah: 

a. Sebelah Utara    : Desa Sukorejo 

b. Sebelah Selatan : Desa Puhpelem 

c. Sebelah Timur   : Desa Sayutan (Parang Magetan Jawa Timur) 

d. Sebelah Barat    : Desa Tengger1 

2. Keadaan Penduduk 

Jumlah penduduk di Desa Nguneng adalah 3.436 jiwa yang 

terdiri dari laki-laki sebanyak 1.643 jiwa dan perempuan sebanyak 

1.793 jiwa.2 

 
 1 Sistem Informasi Administrasi Desa  

 2 Ibid. 
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Masyarakat desa Nguneng masih menjunjung tinggi rasa 

persaudaraan seperti gotong royong untuk mebuat jalan cor untuk akses 

ke desa dan dusun-dusun yang ada di Desa Nguneng dan setiap minggu 

sekali dijadwalkan perawatan jalan, pada setiap dusun berbeda-beda 

hari pelaksanaannya. Hampir seluruh wilayah desa Nguneng adalah 

daratan sehingga potensi yang dimiliki oleh desa Nguneng adalah 

pertanian dan juga ada pula masyarakat yang bekerja dibidang  industri, 

perdagangan, jasa, trasportasi, pertambangan dan penggalian. 

3. Keadaan Beragama 

Masyarakat desa Nguneng terbagi antara agama Islam, Kristen 

dan Katolik, jumlah penduduk yang beragama Islam adalah 3.354 jiwa  

sedangkan yang beragama Kristen adalah 76 dan yang bereragam 

Katolik adalah 6 jiwa. 3  Dari data tersebut dapat diketahui bahwa 

mayoritas penduduk Desa Nguneng Beragama Islam. 

Meskipun berbeda agama tapi masyarakat desa Nguneng tetap 

hidup berdampingan, saling tolong menolong bekerja sama 

menghormati satu sama lain. Di setiap dusun yang bergama Islam 

memiliki kelompok yasinan bapak-bapak maupun ibu-ibu yang 

diadakan setiap seminggu sekali tiap malam jum’at, pelaksanaan 

tersebut dilakukan di rumah warga yang mendapat jatah secara bergilir 

dan warga Kristen setiap minggu pergi kegereja untuk melakukan 

ibadah. 

 
 3 Ibid. 
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4. Kondisi pendidikan 

Masyarakat Desa Nguneng merupakan masyarakat yang tidak 

terlepas dengan dunia pendidikan yang dapat dilihat lebih banyak yang 

menenmpuh pendidikan meskipun mereka tidak melanjutkan ke 

perguruan tinggi. Dalam menempuh pendidikan masih banyak 

penduduk yang tamatan sekolah tingkat pertama, yang kedua hingga 

tamatan setara menengah atas, kemudian tamatan setara sekolah dasar 

dan hanya beberapa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. 

Sarana pendidikan formal yang ada di Desa Nguneng terdapat 

beberapa sekolah yaitu taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD) 

dan srana pendidikan lainnya seperti TPA di masjid-masjid dan musola 

di setiap dusun. 

B. Praktik Produksi Dan Penjualan Batako di Desa Nguneng Kecamatan 

Puhpelem Kabupaten Wonogiri 

1. Diskripsi Tentang Proses Produksi Batako di Desa Nguneng Kecamatan 

Puhpelem Kabupaten Wonogiri 

Dengan perkembangan zaman yang telah modern ini banyak hal 

yang telah berubah jauh dibandingkan dengan masa dahulu, masa 

seperti sekarang telah memberikan kemudahan dan fasilitas yang sangat 

signifikan dan praktis terhadap masyarakat, sehingga masyarakat pun 

tidak kalah kreatif dan tanggap dalam melengkapi perkembangan 

zaman. 
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Masyarakat desa Nguneng mayoritas adalah petani, untuk 

mendapat tambahan perekonomian sebagian kecil masyarakat desa 

Nguneng mempunyai inisiatif untuk membuka usaha pembuatan 

batako, gorong-gorong, paving dan masih banyak lagi. Dengan adanya 

usaha memproduksi batako masyarakat bisa saling membantu 

perekonomian masyarakat sekitar yang masih belum mempunyai 

pekerjaan dan mempunyai pekerjaan sampingan dengan dengan 

pekerjaan tersebut warga desa bisa menambah penghasilan dan bisa 

mencukupi kebutuhan sehari-hari. Awal mula pembuatan usaha batako 

seperti apa yang diungkapkan oleh bapak Agus Susilo sebagai berikut: 

“Awal mula saya memproduksi batako itu cuma iseng-iseng, siapa 

tau ada yang membutuhkan dan yang mengerjakan istri dan di 

bantu orang tua selagi saya merantau di luar kota untuk 

bekerja.Saya pulang 3 bulan sekali sehingga saya bisa membantu 

saat ada di rumah saja.Setelah berjalan kurang lebih setahun usaha 

batoko tersebut lama kelamaan tambah laku dan tambah banyak 

pesenan sehingga saya memutuskan untuk tidak keluar kota lagi 

dan fokus untuk menlateni usaha tersebut.”4 

Sama seperti yang disampaikan oleh bapak Budi salah satu 

pengusaha batako di Desa Nguneng sebagai berikut: 

“Saya membuat batako pada awalnya cuma memproduksi dalam 

jumlah seedikit, jika ada yang memesan baru saya buatkan dan 

masih dikerjakan sendiri sekitar 3 tahun yang lalu.Seiring 

berjalannya waktu pesanan makin bertambah sehingga saya mulai 

mengerjakan kanyawan dan Alhamdulillah sekarang saya tidak 

hanya memproduksi batako saja”.5 

Bapak Eko juga menyampaikan bahwa:  

“Usaha batako saya kurang lebih sudah berjalan 2 tahun, awal 

mula saya membuat batako dalam partai kecil saja tapi seiring 

 
 4 Agus Susilo, Hasil Wawancara, 28 Juni 2019 

 5 Setya Budi, Hasil Wawancara 28 Juni 2019 
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berjalanya waktu permintaan semakin bertambah sehingga 

produksi di tambah dan juga mempekerjakan karyawan”6 

Berdasarkan hasil wawancara dari tiga orang yang diwawancarai 

tersebut dapat disimpulkan bahwa produksi batako sudah berjalan  

kurang lebih 3 tahun seiring dengan pertambangan yang semakin 

berkembang dan sudah di kenal oleh warga masyarakat. 

Produksi batako di Desa Nguneng menjadi salah satu desa 

dengan usaha pembuatan batako yang banyak karena di dukung oleh 

tambang yang berdekatan dengan desa, pembeli yang menginginkan 

batako bisa langsung datang ke tempat atau melalui sopir truk. Menurut 

slah satu pembeli yang datang langsung ke tempat pembuatan kurang 

mendapatkan informasi tentang kualitas batako, jika ingin membeli 

maka lebih teliti lagi agar mendapatkan batako seperti yang di inginkan 

dan lebih menggali informasi tentang bahan baku proses pembuatan dan 

kualitas batako.7 

Dari ketiga wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas 

batako kurang bagus atau tidak sesuai dengan yang di harapkan oleh 

para konsumen dan tidak sesuai dengan apa yang sudah di contohkan.  

Kemudian wawancara kepada pemilik usaha batako kenapa 

kualitas batakonya kurang baik, berikut wawancara dengan bapak AS 

sebagai berikut: 

“batako yang saya buat kualitasnya ada yang baik dan ada yang 

kurang baik, jika banyak pesanan dan karyawan saya tidak bisa 

 
 6 Eko, Hasil Wawancara, 28 Juni 2019 

 7 WJ, Hasil Wawancara, 30 juni 2019 
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memenuhi tarjet dan saya sudah menyanggupi pesenannya 

terpaksa saya mengambil batako dari luar tempat saya agar 

pelanggan saya tidak kecewa karena saya sudah sanggup untuk 

membuatkan batako. Dari situ mungkin kualitas batako saya 

berdeda dengan buatan saya, karena tidak tau langsung proses 

pembuatanya asalkan dapat batako untuk memenuhi pesanan dan 

pelangan saya tidak hilang”8 

 Dari wawancara tersebut bapak AS mengambil batako dari 

tempat lain sehingga tidak memperhatikan kualitasnya dan mengambil 

keungtungan agar tidak kehilangan pelanggannya. 

Terkait dengan produksi batako yang semakin besar kurang 

memperhatikan kualitas dalam pembuatan batako. Peneliti tertarik 

untuk menanyakan lebih dalam tentang kualitas dari batako oleh karena 

itu saya mewawancarai bapak AS beliau menyampaikan bahwa: 

“Prokdusi batako di sini kualitasnya baik dari pada di tempat-

tempat lain. Tapi tempat kami tidak selalu bagus kualitasnya 

karena proses pembutannya tidak disatu tempat ada yang di buat 

dirumah karyawan karena lebih menghemat waktu katanya 

karyawan dan bisa buat samben. Jadi saya tidak bisa memantau 

langsung proses pembuatannya dan saya juga mempunyai 

kesibukan sendiri jadi tidak bisa ada di tempat setiap waktu untuk 

memantau.”9 

Sama halnya yang disampaikan oleh bapak B beliau 

menyampaikan bahwa: 

“kualitas batako di sini cukup bagus, dan mungkin ada kesalahan 

dalam pembuatan, kurang bercampur antara semen dan pasir. Jika 

pasirnya jelek di campur dengan banyak semen pun hasil nya juga 

tidak sesuai dengan harapan.Karena pasir sangatlah berpengarauh 

terhadap hasil.”10 

 
 8 AS, Hasil Wawancara, 28 Juni  2019 

 9 A,Hasil Wawancara, 28 Juni 2019 

 10 B, Hasil Wawancara, 29Juni 2019 
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Sama halnya yang disampaikan oleh bapak E beliau 

menyampaikan bahwa: 

“Jika ada batako yang dihasilkan jelek karena pasirnya kurang 

bagus. Pasir langganan tidak selalu ada karena juga banyak 

permintaan pasir jadi jika pasir di tempat langganan tidak ada 

terpaksa harus cari yang lain karena permintaan batako cukup 

banyak dan kami membuat batako dengan pasir seadanya. Jika 

hasilnya kurang bagus ya wajar saja karena bahan bakunya juga 

kurang bagus dan saya tetep menjualnya karenapermintaan yang 

banyak ”11 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpukan bahwa kualitas 

batako tergantung pada bahan baku pasir yang kurang bagus dan tingkat 

kekerasan batako dalam proses pengerjaan. 

Kemudian wawancara kepada karyawan tentang pembuatan 

batako dan tanggung jawab terhadap kerusakan batako, berikut 

wawancara dengan bapak E yaitu: 

“saya bekerja membuat batako kurang lebih satu tahun, dalam satu 

tahun tersebut saya memproduksi batako tidak pasti setiap 

harinya, jika banyak pesanan maka lebih ngebut dalam 

memproduksi untuk memenuhi pesanan. Dan masalah kualitas 

batako itu sendiri tergantung jenis pasirnya, jika pasirnya bagus 

maka hasilnya juga bagus pokoknya pasir berpengaruh terhadap 

hasil. Saya kurang tahu soal tanggung jawab karena saya hanya 

memproduksi saja” 12 

Wawancara selanjutnya denga bapak S yaitu sebagai berikut: 

“Saya bekerja membuat batako kurang lebih sudah setahunan, 

saya setiap harinya memproduksi batako tidak pasti karena 

terkadang bongkar muat pasir juga hasil, produksi batako yang 

saya buat juga tergantung pasirnya jika pasirnya bagus hasilnya 

juga bagus. Jika ada kerusakan pihak produsen tidak bertanggung 

 
 11 E, Hasil Wawancara, 27Juni 2019 

12 E, Hasil Wawancara, 29 Juni 2019 
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jawab karena kerusakan barang yang sudah dikirim dan sudah 

samapai di tempat bukan lagi tanggung jawab pengusaha”13 

Dari wawancara tersebut pihak produsen menjelaskan bahwa 

kualitas batako tergantung pasirnya dan produsen tidak bertanggung 

jawab karena sudah di luar tempat produksi sehingga kerusakan 

ditanggung sendiri oleh oleh konsumen. 

Kemudian adalah cara atau proses pembuatan batako di Desa 

Nguneng yang akan mewawancarai bapak Bapak AS beliau sebagai 

pemilik usaha batako beliau menjelaskan sebagai berikut: 

Petama membeli pasir dari depo terdekat yang harganya sedikit 

miring kemudian membeli semen yang kualitasnya bagus atau dengan 

merk tertentu selanjutnya ketika semua bahan yang diperlukan sudah 

tersedia baru menyiapkan alat seperti mesin molen, mesin pres, dan 

cetakan batako. Tahan pertama yang akan dilakukan yaitu mencampur 

pasir dengan semen dengan takaran yang sudah di tentukan yaitu: 10 

ember pasir di bandingkan dengan 1 ember semen.14 

Bapak SB selaku pemilik usaha batako juga meganyampaikan 

cara pembutan batako sebagai berikut: 

Pertama kali harus membeli pasir sebagai bahan utama dan 

selanjutnya membeli semen sebagai campuran utama pembutan batako, 

setelah bahan terkumpul tinggal proses pengerjaan yaitu air di 

masukkan dalam mesin molen kemudian semen dan terakhir pasir agar 

 
 13 S, Hasil Wawancara, 29 Juni 2019 

 14 AS, Hasil Wawancara, 29 Juni 2019 
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material tersebut tercampur. aturan dalam membuat batako yaitu satu 

karung semen di banding 6 sorong pasir atau 15 sak pasir, 40 kg menjadi 

80 biji batako.15 

2. Diskripsi Tentang Proses Penjualan Batako di Desa Nguneng 

Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri 

Penjualan batako di desa Nguneng cukup banyak karena di 

dukung oleh aktivitas penambangan pasir yang ada di sekitaran rumah 

mereka, batako dari desa nguneng sudah terkenal hingga ke luar desa 

bahkan luar kecamatan karena adanya akses informasi dari sopir truk 

yang setiap hari melewati depan rumah pengusah batako sehingga 

memudahkan proses pemasaran. Biasanya proses pemesanan bisa 

datang ke tempet pembutan sehingga dapat melihat langsung proses 

pembuatan dan juga bisa melalui sms atau lewat sopir-sopir truk 

sehingga tidak dapat melihat langsung proses pembuatan sehingga tidak 

tau kualitas batako tersebut. 

Ketika penulis melakukan penelitian dan melalukan wawancara 

terhadap konsumen atau pembeli tentang kualitas batako tersebut, hasil 

wawancara dengan bapak W yaitu: 

“Saya membeli batako di salah satu tempat dan hasilnya tidak 

sesuai dengan harapan saya mas, saya kira batakonya bagus-bagus 

tapi ternyata kualitasnya jelek, kata penjual kualitasnya bagus tapi 

ternyata jatuh aja langsung pecah-pecah pinggirnya. Jika ada 

batako yang rusak penjual batako siap mengganti tapi ternyata 

setelah sampai di rumah tidak mau menggantikan karena alas an 

sudah sampai di rumah pembeli atau konsumen ”16 

 
 15 SB, Hasil Wawancara, 30 Juni  2019 

 16 W, Hasil Wawancara, 30 Juni  2019 
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Hal yang sama juga di sampiakan bapak Wd salah satu pembeli 

batako beliau menyatakan bahwa: 

“saya membeli batako di tempat bapak merasa rugi mas karena 

banyak yang pecah bagian pinggir dan kurang keras. Saya datang 

langsung ke tempat pembuatan pada saat mau membeli, katanya 

kualitasnya bagus dan jika ada kerusakan bisa di bantu untuk 

menggantikan batako tapi ternyata tidak”17 

Bapak R juga menyampaikan bahwa: 

“Pada awal saya membeli batako di salah satu tempat kualitasnya 

bagus dan keras-keras, setelah beberapa kalinya kualitasnyya 

berdeda dengan yang pertama agak menurunkualitasnya yang 

awalnya keras menjadi pecah-pecah dan rontok jika terkena air 

dan saya merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan contoh”18 

Terkait transaksi jual beli batako di desa Nguneng peneliti 

mewawancarai bapak AS tentang siapa saja yamg melakukan transaksi 

jual beli batako sebagai berikut: 

“yang melakukan transaksi jual beli batako milik saya mulai dari 

warga sekitar hingga luar daerah, seperti luar kecamatan dan 

batako saya untuk membuat untuk membuat rumah dan proyek-

proyek seperti bedah rumah”19 

 

Wawancara selanjutnya dengan bapak SB yaitu: 

“yang membeli batako buatan saya dari tetangga sendiri, tetangga 

desa juga ada dan sampai luar daerah dan rata-rata luar daerah 

karena pesanan dari sopir truk yang dari tambang”20 

Wawancara selanjutnya dengan bapak SB mengenai harga jual 

batako sebagai berikut 

“saya menjual batako dengan harga 1500 sampai dengan 2000 

tergantung pembeli, jika pembeli tetangga desa harganya bisa 

 
 17 Wd, Hasil Wawancara, 30 Juni  2019 

 18 R, Hasil Wawancara, 30 Juni  2019 

 19 AS, Hasil Wawancara, 28 Juni  2019 

 20 SB, Hasil Wawancara, 28 Juni  2019 
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dinego jika ke luar daerah harganya sudah paten atau tidak bisa di 

tawar lagi”21 

 Hal yang sama juga di sampiakan bapak AS salah satu penjual 

batako beliau menyatakan bahwa: 

“harga batako di tempat adalah 1700, jika dikirim ke luar daerah 

berbeda lagi tergantung jarak pengiriman jika jarahnya jauh 

harganya ditambah tapi tidak ditamabah ongkos kirim tapi 

harganya ditambah untuk biaya pengiriman dan membayar orang 

untuk menaikkan batako ke truk”22 

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa harga tidak 

dipatok tapi menentukan jarak pengiriman jika jarak jauh harganya bisa 

di tambah oleh pemilik batako untuk proses pengiriman. 

 

 

 

 

 
 21 SB, Hasil Wawancara, 28 Juni  2019 

 22 AS, Hasil Wawancara, 28 Juni  2019 
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BAB IV 

A N AL ISIS  ET IK A BIS NI S  I SLA M DA N  UN D A NG -U N DA N G  

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PROSES PRODUKIS DAN 

PENJUALAN BATAKO DI DESA NGUNENG KECAMATAN 

PUHPELEM KABUPATEN WONOGIRI 

A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Proses Produksi Batako Di Desa 

Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri 

Etika Bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasis al-Qur’an 

dan al-Hadist yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas 

bisnis. Dalam Islam, etika adalah akhlak seorang muslim dalam melakukan 

semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis. Para pelaku usaha dituntut 

mempunyai kesadaran mengenai etika dan moral. Karena keduanya 

merupakan kebutuhan yang harus dimiliki. Pelaku usaha atau perusahaan 

yang ceroboh dan tidak menjaga etika, tidak akan berbisnis secara baik 

sehingga dapat mengancam hubungan sosial dan merugikan konsumen, 

bahkan dirinya sendiri. 

Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai 

aktifitasnya artinya usaha yang dia lakukan harus mampu membuat dan 

meningkatkan kepercayaan pada diri konsumennya.Kepercayaan dan 

kejujuran adalah elemen pokok untuk mencapai suksesnya suatu bisnis yang 
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memiliki standar etik yang tinggi, karena mereka langsung berinteraksi 

dalam masyarakat, yang salalu memantau dan mengawasi kegiatan mereka.1 

Etika bisnis Islam merupakan refleksi dan rasional dari perilaku bisnis 

dengan memperhatikan moralitas dan norma untuk mencapai tujuan, dan 

mengedepankan nilai-nilai Al-Qur’an yang dilandasi oleh konsep kesatuan, 

keseimbangan, kehendak bebas, pertanggungjawaban, dan kebenaran yang 

meliputi kebajikan dan kejujuran. Untuk membangun bisnis yang sehat, 

dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku. 

Sehingga Islam menawarkan nilai-nilai dasar yang penerapannya dalam 

bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman. Prinsip tersebut 

diharapkan mampu menjadi rujukan bagi pebisnis agar lebih memiliki 

kesadaran diri dalam menjalankan bisnisnya sesuai aturan Islam agar saling 

menguntungkan masing-masing pihak. 

Di Desa Nguneng cukup banyak usaha pembuatan batako yang 

memproduksi batako dengan kualitas yang yang berbeda-beda satu dengan 

yang lainnya karena bahan utama pembuatan batako yaitu pasir tidak sama, 

dengan adanya perbedaan bahan baku yang tidak sama maka kulaitasnya 

juga tidak sama, ada yang memliliki kualitas baik dan ada yang kurang baik. 

dari banyaknya permintaan batako maka persediaan pasir semakin berkurang 

untung menyiasati kondisi tersebut beberapa produsen membeli pasir yang 

kualitasnya kurang baik karena mudah didapat dan harganya lebih rendah di 

 
 1 Buckari Alma dan Doni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: Alfabeta, 

2009), 202. 
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banding dengan kualitas yang baik dan pada saat proses produksi produsen 

menjelaskan bahwa kualitas batako bagus dari penjelasan tersebut tidak ada 

kejujuran dalam jual beli agar mendapat keuntungan. 

Dalam proses produksi batako di Desa Nguneng penulis menganalisis 

prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, etika bisnis Islam dalam jual beli. 

Dalam etika bisnis Islam ada lima prinsip dasar, yaitu:  

1. Ditinjau dari segi kesatuan 

Kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang 

memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam 

bidang ekonomi, politik, maupun sosial menjadi keseluruhan yang 

homogen, serta mementingkan konsep eksistensi dan keteraturan yang 

menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan 

agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan.Atas dasar 

pandangan ini pula, maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal 

maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting 

dalam sistem Islam.2 

Ketundukan manusia pada Tuhan telah membantu mereka 

merealisasikan potensi teomorfiknya, sekaligus membebaskannya dari 

perbudakan manusia. Dengan mengintegrasikan aspek religius dengan 

aspek-aspek kehidupan yang lain, seperti ekonomi, akan mendorong 

manusia ke dalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten dalam dirinya, 

dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Peran konsep tauhid akan 

 
 2 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam (Bandung: Alfabeta, 2013), 45. 
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menimbulakan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan selalu 

merasa diawasi segala aktivitas berekonomi.3 

Berdasarkan prinsip ini maka pengusaha muslim dalam aktivitas 

bisnisnya tidak akan melakukan tiga hal. Pertama berbuat diskriminatif 

terhadap pekerja, pemasok, pembeli ataupun siapapun pemegang saham 

perusahaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, ataupun agama. 

Kedua, dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, karena ia hanya takut dan 

cinta kepada Allah Swt. Ketiga, menimbun kekayaan dengan penuh 

keserakahan. 

Berdasarkan uraian diatas proses produksi batako di Desa 

Nguneng oleh  produsen kepada konsumen yang belum mengetahui 

bahwa yang dilakukan tidak etis dan tidak sesuai dengan prinsip 

persatuan. Tidak adanya ketakutan telah berbuat tidak etis karena tidak 

memberikan keterangan secara benar kepada  para pembeli. Padahal ia 

sudah mengetahui apa saja yang ia perbuat akan disaksikan oleh Allah 

Swt. 

2. Ditinjau dari segi keseimbangan (keadilan, kebenaran, dan kejujuran) 

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis 

dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. 4   Pengertian adil 

dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak 

 
 3 Muhammad Djakfar, Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral 

Ajaran Bumi (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 22. 

 4 Rivai dan Antoni, Islamic Economics 221. 
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alam semesta, hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai stakeholder 

dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan 

sebagaimana mestinya, yaitu sesuai aturan syariah.Tidak 

mengakomodir salah satu hak di atas, dapat menempatkan seseorang 

tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat 

kepada ketakwaan.5 

Dari sikap kebenaran, keadilan dan kejujuran ini maka suatu 

bisnis secara otomatis akan melahirkan persaudaraan. Persaudaraan 

antara pihak yang berkepentingan dalam berbisnis yang saling 

menguntungkan, tanpa adanya kerugian dan penyesalan.Bukan 

melahirkan situasi dan kondisi permusuhan dan perselisihan yang 

diwarnai dengan kecurangan. Dengan demikian kebenaran, keadilan 

dan kejujuran dalam semua proses bisnis akan dilakukan pula secara 

transparan dan tidak ada rekayasa. 

Dalam proses produksi batako yang dilakukan oleh produsen 

telah berbuat tidak adil kepada pembeli yang belum mengetahui adanya 

kualitas yang jelek, produsen pembuat batako yang tidak berlaku jujur. 

Maka hal ini membuat pembeli ataupun konsumen merasa 

dirugikan.Karena kurangnya kejujuran oleh para penjual sehingga 

pembeli sering menyesal dan merasa dibohongi sehingga ini tidak 

sesuai dengan prinsip keseimbangan atau keadilan. 

 

 
 5 Faisal Badroen, dkk.,Etika Bisnis dalam Islam, 91. 
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3. Ditinjau dari segi kehendak bebas 

Manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan 

kehidupannya sendiri mana kala Allah SWT menurunkannya ke bumi. 

Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun 

oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia diberi kemampuan untuk 

berfikir dan membuat keputusan, untuk memilih apa pun jalan hidup 

yang ia inginkan dan yang paling penting untuk bertindak berdasarkan 

aturan apapun yang ia pilih. Tidak seperti halnya ciptaan Allah Swt yang 

lain di alam semesta, ia dapat memilih perilaku etis ataupun tidak etis 

yang akan ia jalankan.6 

Kehendak Bebas merupakan bagian terpenting dalam nilai etika 

bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak boleh merugikan kepentingan 

kolektif  Dalam proses produksi, produsen diberi kebebasan untuk 

melakukan produksi dengan cara apapun untuk menghasilkan 

keuntungan semaksimal mungkin, namun harus sesuai dengan etika 

Islam cara produksi yang digunakan. Dalam praktik pembuatan batako, 

produsen telah merugikan pembeli yaitu mencampur kualitas yang jelek 

atau tidak sesuai dengan contoh.Sehingga para konsumen merasa 

dirugikan dan sering mengeluh kepada produsen. 

Kehendak bebas merupakan kemampuan manusia untuk 

bertindak tanpa tekanan eksternal dalam ukuran ciptaan Allah dan 

 
 6 Rafik Isa Beekum, Etika Bisnis Islami, 38. 
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sebagai khalifah Allah dimuka bumi.Pada tingkat tertentu, manusia 

diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri 

manakala Allah SWT menurunkan ke bumi. Dengan tanpa 

mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntut  oleh hukum 

yang diciptakan oleh Allah SWT, ia diberi kemampuan untuk berpikir 

dan membuat keputusan, untuk memilih apa pun jalan hidup yang ia 

inginkan dan yang paling penting untuk bertindak berdasarkan apa yang 

ia pilih. Tidak seperti halnya ciptaan Allah SWT yang lain di alam 

semesta, ia dapat memilih perilaku etis ataupun tidak etis yang akan ia 

jalankan. 

4. Ditinjau dari tanggung jawab 

Tanggung jawab terkait erat dengan tanggung jawab manusia 

atas segala aktivitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga tanggung 

jawab kepada manusia sebagai masyarakat.Karena manusia tidak hidup 

sendiri, dia tidak terlepas dari hukum yang dibuat manusia itu sendiri 

sebagai komunitas sosial.Tanggung jawab kepada Tuhan tentunya di 

akhirat, tetapi tanggung jawab kepada manusia didapat di dunia berupa 

hukum-hukum formal maupun hukum non formal.7 

Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti 

setiap orang akan diadili secara personal dihari kiamat kelak. Tanggung 

jawab muslim yang sempurna ini tentu saja didasarkan atas cakupan 

kebebasan yang luas, yang dimulai dari kebebasan untuk memilih 

 
 7Rivai dan Antoni, Islamic Economics, 230. 
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keyakinan dan berakhir dengan keputusan yang paling tegas yang perlu 

diambilnya.8 

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, 

walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu ini berarti 

bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang 

bertanggung jawab. Manusia harus berani mempertanggung jawabkan 

segala pilihannya tidak saja dihadapan manusia, bahkan yang paling 

penting adalah dihadapan Allah. Bisa saja karena kelihatannya, manusia 

mampu melepasan tanggung jawab perbuatannya yang merugikan 

manusia, namun kelak ia tiak akan pernah lepas dari tanggung jawab di 

hadapan Allah Yang Maha Mengetahui. 

Dengan melakukan pencampuran bahan yang jelek produsen 

secara tidak langsung sudah tidak bertanggung jawab kepada pembeli, 

produsen tidak peduli terhadap pembeli apakah pembeli puas dengan 

batakonya atau tidak yang terpenting dia mendapat keuntungan dengan 

memproduksinya. 

5. Ditinjau dari kebajikan 

Kebajikan adalah kehendak untuk melakukan kebaikan hati dan 

meletakkan bisnis pada tujuan berbuat kebaikan atau kebenaran. 9 

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan 

perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari 

 
 8 Faisal Badroen dkk, Etika Bisnis dalam Islam, 101. 

 9 Rivai dan Antoni, Islamic Economics, 230. 
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atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses 

upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran 

ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif 

terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang 

melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.10 

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna 

kebenaran, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. 

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan 

perilaku benar meliputi proses transaksi, proses mencari atau 

memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses 

menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika 

bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap 

kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan 

transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.11 

Kebaikan (ihsan) atau kebaikan terhadap orang lain 

mendefinisikan sebagai ”tindakan yang menguntungkan orang lain 

lebih dibanding orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan 

tanpa kewajiban apapun”. Melaksanakan perbuatan baik yang dapat 

memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban 

tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain 

beribadah dan berbuat baik seakan akan melihat Allah, jika tidak 

 
 10 Abdul Aziz, Etika Bisnis, 47. 

 11 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam (Bandung: Alfabeta, 2013), 46.  
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mampu, maka yakinlah Allah melihat. Kebenaran dalam konteks ini 

selain mengandung makna kebenaran, mengandung pula dua unsur 

yaitu kebajikan dan kejujuran. 

Proses produksibatako yang dilakukan tidak sesuai dengan 

prinsip kebaikan sebab pedagang tidak melakukan kebenaran dan 

kejujuran dalam bertransaksi. Dalam aktivitas dunia bisnis Islam 

mengharuskan berdangan dengan menggunakan etika yang ang sesuai 

dengan ajaran Islam.Karena kalau tidak menggunaka sesuai etika bisnis 

Islam dapat menempatkan tersebut pada kezaliman.Tidak memberikan 

informasi secara jujur kepada pembeli dianggap sudah menzalimi 

pembeli karena pedagang tidak memberikan informasi secara benar 

mengenai barang yang dijual.Padahal kita sebagai pembeli memiliki 

hak untuk mendapatkan informasi secara benar terhadap barang yang 

telah kita beli kepada penjual. 

Berdasarkan analisis diatas maka penulis menyimpulkan bahwa 

untuk transaksi yang dilakukan oleh pengusaha batako kepada pembeli 

yang belum mengetahui adanya batako yang berkualitas jelek maka para 

pengusaha batako melanggar lima prinsip etika bisnis Islam yaitu 

persatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan 

kebajikan. Namun untuk pembeli yang sebelumnya mengetahui adanya 

informasi tentang kualitas batako maka para pengusah batako tidak 

melanggar etika bisnis Islam. Sebagai seorang muslim seharusnya kita 



81 

 
 

menerapkan etika bisnis sesuai dengan ajaran Islam supaya 

mendapatkan keberkahan. 

Usaha batako di desa Nguneng sebagai salah satu usaha rumahan 

yang memiliki daya tarik tersendiri oleh masyarakat karena dengan 

adanya usaha batako tersebut masyarakat lebih mudah untuk mencari 

bahan bangunan, dengan lokasi yang strategis masyarakat lebih mudah 

menjangkau untuk mengadakan transaksi jual beli batako.dalam 

transaksi jual beli tersebut pelaku usaha kurang memperhatikan 

kenyamanan konsumen sehingga menyalahi undang-undang 

perlindungan konsumen. 

Dari uraian diatas mengenai perilaku pembuatan batako tidak 

sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen  No 8 tahun 

1999 Dalam hal ini ada pasal yang perlu diperhatikan, yaitu yang 

mengatur hak-hak konsumen, di samping kewajiban yang harus 

dilakukan. Berkaitan dengan masalah di atas di dalam Undang Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  

1. Ditinjau dari UUPK pasal 8 

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan 

barang an/atau jasa yang: 

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 

dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
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b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah 

dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau 

etiket barang tersebut;  

c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran,, timbangan dan jumlah dalam 

hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;  

d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau 

kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau 

keterangan barang dan/atau jasa tersebut;  

e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses 

pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana 

dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa 

tersebut;  

f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 

keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa 

tersebut;  

g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu 

penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;  

h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana 

pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;  

i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang 

memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, 

komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, 
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nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk 

penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;  

j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan 

barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku.  

2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat 

atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap 

dan benar atas barang dimaksud.  

3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan 

yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa 

memberikan informasi secara lengkap dan benar.  

4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib 

menariknya dari peredaran.12 

Sesuai dengan pasal 8 ayat (1) huruf b, c, d, e, f dan ayat (2) 

Undang-Undang perlindungan konsemen sudah jelas bahwa pelaku 

usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan 

barangdan/jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, 

proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana 

dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, 

dan pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat 

 
 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen 
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atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap 

dan benar atas barang dimaksud. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap orang yang 

memproduksi barang dan/jasa harus jelas mutu kualitas dan komposisi 

barang yang di buat, dan pelaku usaha harus jujur dalam 

memperdangangkan barang dan/jasa yang tidak sesuai dengan kondisi 

asli barang tersebut dan harus menjelaskan secara lengkap kondisi 

barang tersebut. 

Perlunya suatu produk dilengkapi dengan informasi adalah suatu 

upaya terhadap perlindungan konsumen untuk melindungi 

konsumennya. Dengan informasi tersebut konsumen dapat mengetahui 

kualitas  dan bahan utama pembuatan barang rang tersebut. 

2. Ditinjau dengan kewajiban pelaku usaha 

Dalam undang-undang perlindungan konsumen pasal 7 mengatur 

kewajiban pelaku usaha, adalah: 

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 

3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif; 
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4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 

jasa yang berlaku; 

5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 

diperdagangkan; 

6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian 

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 

yang diperdagangkan; 

7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian.13 

Dalam usaha batako kewajiban pelaku usaha tidak sesuai dengan 

Undang-Undang perlindungan konsumen karena tindak menjamin mutu 

barang dan/ jasa yang diproduksi dan/ diperdagangkan berdasarkan 

standar. Selain itu apabila ada konsumen yang dirugikan karena 

mendapat produk batako yang tidak sesuai mutu standar maka pengusaha 

menjamin akan menggantikannya. 

B. Analisis Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen Terhadap Proses Penjualan Batako di Desa Nguneng, 

Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri 

 
 13 Elsi Kartika Sari & Advendi Simanungsong Hukum Dalam Ekonomi,162-163. 
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 Distribusi artinya proses yang menunjukkan penyaluran barang dari 

produsen sampai ketangan konsumen (pembeli). Usaha untuk memperlancar 

arus barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Menurut Marius P. 

Ariponga, distribusi merupakan suatu jalur yang dilalui oleh arus barang dari 

produsen ke perantara dan akhirnya sampai pada konsumen 

(pembeli).14Namun adapula distribusi atau penyaluran barang secara 

langsung, yakni produsen menjualnya langsung kepada konsumen atau 

pembeli.Dalam melakukan proses distribusi atau penjualan, produsen atau 

pedagang haruslah mematuhi etika dalam berbisnis secara Islam, produsen 

atau pedagang harus taat pada prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, etika 

bisnis Islam dalam proses distribusi (penjualan), dan etika bisnis Islam 

dalam jual beli. 

 Dari proses penjualan batako tersebut akan penulis analisis dengan prinsip-

prinsip dasar etika bisnis Islam, etika bisnis Islam dalam produksi, dan etika 

bisnis Islam dalam jual beli. Dalam prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam 

ada lima prinsip dasar, yakni: 

1. Kesatuan merupakan merupakan cerminan dari konsep tauhid, yang 

merupakan dimensi vertikal Islam, konsep ini merupakan konsep yang 

paling mendalam pada diri seorang muslim. Dengan adanya konsep ini 

seorang muslim dalam menjalankan bisnis harus berpegang teguh pada 

 
 14 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam (Bandung: Alfabeta, 2013), 176. 
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etika Islam karena jika melakukan sesuatu yang tidak sesuai etika, ia 

akan takut pada Allah.15 

 Dalam proses penjualan batako produsen kurang detai mengenai 

bahan baku, pihak pembeli ada yang sudah mengetahui dan tidak 

mengetahui soal kualitas bahan baku pembuatan batako tersebut, 

sehingga pihak produsen dan pembeli yang belum mengetahui belum 

sesuai dengan konsep tauhid karena produsen tidak menjelaskan secara 

jelas mengenai bahan baku pembuatan batako. 

2. Keseimbangan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan 

berhubungan dengan segala sesuatu di alam semesta.16 Dalam proses 

penjualan batako pedagang tidak melakukan keadilan kepada pembeli, 

karena batako kualitas yang baik dan yang jelek tidak diberitahu 

mengenai hal itu. Sedangkan yang sudah mengetahui kualitas batako 

sudah memenuhi prinsip keseimbangan atau keadilan karena sudah 

mengetahui hal tersebut. 

3. Tanggung Jawab ialah konsep yang sangat ditekankan dalam Islam, 

seorang pengusaha selain bertanggung jawab kepada konsumennya, ia 

juga harus bertanggung jawab kepada Allah di akhirat kelak.17 Dengan 

menjual batako berbahan berbahan kurang baik kepada pembeli tetapi 

pedagang tidak mengatakan kepada pembeli, maka pedagang telah tidak 

 
 15 Rafik Isa Beekum, Etika Bisnis Islami, 33 

 16 Muhammad, Etika Bisnis, 55. 

 17 Djakfar, Etika Bisnis, 68. 
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bertanggung jawab kepada pembeli. Sebagai pedagang sekaligus 

produsen, ia harus bertanggung jawab dengan apa yang ia jual, baik segi 

kualitas maupun keaslian barang yang dijual. 

4. Kebenaran yang mengandung dua hal yakni kebajikan dan kejujuran, 

dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga 

dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu 

pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam 

bisnis.18 Proses penjualan batakoyang dilakukan oleh pedagang kepada 

pembeli batako yang membeli batako kualitas biasa tidak sesuai dengan 

prinsip kebenaran. Sebab, pedagang tidak melakukan kebaikan dan 

kejujuran kepada pembeli, bahwa bekatul kualitas biasa adalah bekatul 

berbahan dasar campuran, pedagang tidak jujur dan bahkan berbohong 

pada pembeli. 

  Dalam undang-undang perlindungan konsumen di atul 

dalam pasal 4 tentang hak-hak konsumen yaitu 

Ditinjau dari hak-hak konsumen  

Menurut undang-undang perlindungan konsumen dalam pasal 4, 

hak-hak yang di miliki konsumen adalah:  

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

 
 18 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam (Bandung: Alfabeta, 2013), 46 
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2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan; 

3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa; 

4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 

jasa yang digunakan; 

5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif; 

8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai 

dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 

9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya.19 

Hal ini menunjukkan tidak sesuainya undang-undang perlindungan 

konsumen dimana tidak ada perlindungan terhadap konsumen karena 

hak-hak konsumen tidak terpenuhi dan produsen tidak memberikan 

jaminan terhadap produk batako 

 

 
 19Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen (Bandung: Nusa Media, 2010), 33-34. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Terkait dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Proses produksi batako di Desa Nguneng, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten 

Wonogiri tidak sesuai dengan 5 prinsip dasar etika bisnis Islam (prinsip 

kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran), 

penjual mendzalimi para pembeli karena pedagang kurang jujur dengan 

transaksi jual beli yang mereka lakukan dan kurang memberikan informasi 

secara terang apa yang mereka produksi, perilaku tersebut dapat merugikan 

pihak pembeli dan belum sesuai dengan undang-undang perlindungan 

konsumen karena melanggar pasal 7 yaitu kewajiban pelaku usaha dan 

Penjualan batako seharusnya memperhatikan undang-undang perlindungan 

konsumen pasal 8 ayat (1) huruf b, c, d, e, f dan ayat (2), karena dilarang 

memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak 

sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, 

atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau 

keterangan barang dan/atau jasa tersebut, dan pelaku usaha dilarang 

memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa 

memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. 
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2. Proses penjualan melanggar etika bisnis yaitu pada awal pembelian atau 

awal transaksi pejual menyatakan siap menggati tapi pada kenyatannya 

tidak ada ganti rugi pada batako yang rusak, dan tidak menjelaskan secara 

detail tentang batako yang di jual. Proses produksi melanggar prinsip etika 

bisnis Islam yaitu prinsip kejujuran, keseimbangan, tanggung jawan dan 

kebajikan dan melanggar beberapa pasal Undang-Undang perlindungan 

konsumen sesuai dengan pasal 8 dan juga tidak sesuai dengan kewajiban 

pelaku usaha dalam pasal 7 karena tidak menjamin mutu barang dan jasa 

yang diproduksi. Konsumen juga mempunyai hak atas perlindungan 

konsumen dalam pasal 4  karena hak-hak konsumen tidak terpenuhi. 

B. Saran 

 Adapun saran yang dapat diambil dari kesimpulan tersebut diatas  

adalah sebagai berikut: 

1. Dengan melakukan produksi batako di Desa Nguneng Kecamatan 

Puhpelem Kabupaten Wonogiri sebaiknya memberikan informasi yang 

jujur kepada pembeli. Agar pembeli mendapatkan informasi yang jelas 

mengenai barang yang akan dibeli.  

2. Bagi para pembeli sebaiknya lebih cermat dan memperluas informasi 

tentang jenis barang, kualitas barang, harga barang yang akan di beli.   
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